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ABSTRACT 
 This study aims to examine the effect of mechanism corporate 
governance on voluntary disclosure. The dependent variable in this study is level 
of voluntary disclosure. While the independent variable is Corporate governance 
which is proxied into the size of the board of commissioners, independent 
commissioners, audit committees and institutional ownership. In addition, this 
study also uses control variables, namely size. 
 Population The population in this study were banking sector companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2014-2017 period. The 
sampling method used was purposive sampling method to obtain 29 samples. The 
total data processed in this study is 116 data. The type of data used is secondary 
data in the form of annual financial statements of companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange during the 2014-2017 period. The data analysis 
method used in this study is multiple regression. The results of this study indicate 
that the size of the board of commissioners influences voluntary leverage. While 
independent commissioners, audit committees and institutional ownership have no 
effect on voluntary disclosure. 
Keywords: voluntary disclosure, mechanism  corporate governance, size of board 
of commissioners, independent commissioners, audit committee, 
institutional ownership 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme corporate 
governance terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah pengungkapan sukarela. Sedangkan variabel independennya 
adalah mekanisme Corporate governance yang di proksikan kedalam ukuran 
dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan 
institusional. Selain itu penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu 
size  
 Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2017. 
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling 
sehingga diperoleh 29 sampel. Jumlah seluruh data yang diolah dalam penelitian 
ini sebanyak 116 data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa 
laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
selama periode 2014-2017. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran 
dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkpan sukarela. Sedangkan 
komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 
Kata kunci: pengungkapan sukarela, mekanisme corporate governance, ukuran 
dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan 
institusional. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perusahaan yang telah go public diharapkan untuk lebih transparan dalam 
memberikan  informasi perusahaan kepada investor, agar dapat dipergunakan sebagai 
alat pengawasan dan analisis pada kemampuan perusahaan, transparansi dapat dilihat 
dari kualitas informasi yang disajikan perusahaan melalui pengungkapan laporan 
tahunan. (Angganil, Suartana, dan Putri, 2016) kualitas informasi ditunjukan dengan 
seberapa luas pengungkapan  informasi dalam laporan tahunan (Mujiyono dan Nany, 
2010). Informasi yang diberikan oleh perusahaan berupa pengungkpan wajib 
(mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (valuntary disclosure) (Poulan 
dan Nugroho, 2015). 
Suwardjono (2014) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela adalah 
pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan diluar yang telah diwajibkan oleh 
standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Selain itu Silaban (2012) 
menyatakan bahwa dalam pengungkapan sukarela pihak perusahaan bebas untuk 
memilih dalam memberikan informasi yang relevan dan mendukung dalam 
pengambilan keputusan bagi stakeholder.  
Manfaat dari pengungkapan sukarela adalah menambah kelengkapan informasi 
dalam laporan tahunan dan salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas 
perusahaan (hardiningsih, 2008). Selain itu Mujiyoni dan Nany (2010) menyatakan 
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bahwa pengungkapan sukarela memberikan informasi yang bermanfaat dalam 
pengambilan keputusan. 
Setiap perusahaan diharuskan untuk mengungkapakan informasi yang relevan 
kepada stakeholder agar dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan, salah 
satunya adalah perusahaan perbankan dituntut agar lebih transparan dalam 
mengungkapkan informasi, tuntutan adanya transparasi ini disebabkan oleh adanya 
ketidak puasan atas pelaporan yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan investor 
dan stakeholder lainya meminta kesukarelaan perusahaan untuk mengungkapkan 
informasi yang lebih lengkap tentang strategi jangka panjang dan kinerja perusahaan 
sehingga mendorong perusahaan untuk memberikan pengungkapan tambahan 
(Hidayat 2017). 
Poulan dan Nugroho (2015) menyatakan bahwa pengungkapan merupakan 
salah satu prinsip dalam tata kelola perushaan, karena corporate governance 
merupakan salah satu alat untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparasi dalam 
pengungkapan informasi keuangan. Gantyowati dan Nugraheni  (2014) menyatakan 
bahwa struktur corporate governance atau tata kelola perusahaan bisa digunakan 
untuk memantau manajer perusahaan dan pengelolaan perusahaan sehingga 
keterbukaan informasi dalam laporan tahunan perusahaan akan lebih baik. 
Gatyowati dan Nugraheni (2014) menyatakan bahwa corporate governance 
mampu meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Rafifah dan Ratmono (2015) 
menyatakan jika perusahaan memiliki sistem mekanisme corporate governance yang 
baik, maka kualitas informasi yang diberikan perusahaan menjadi lebih baik, 
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sehingga perusahaan akan menyampaikan informasi yang lebih luas melalui 
pengungkapan sukarela atau informasi tambahan yang relevan. 
Corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan 
perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, karena 
good corporate governance dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen 
yang bersih transparan dan professional serta penerapan prinsip-prinsip good 
corporate governance secara konsisten pada perusahaan akan menarik minat para 
investor (Effendi, 2008). 
Allegrini dan Greco (2013) menyatakan bahwa corporate governance berguna 
sebagai mekanisme kontrol untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu mengurangi 
perilaku oportunistik dari pihak manajemen dan asimetri informasi. Jansen dan 
meckling (1976) dalam Poulan dan Nugroho (2015) menjelaskan Konflik keagenan 
terjadi ketika adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan 
pemisahaan menyebabkan adanya asimetri informasi antara stakeholder dan 
manajemen. 
Tujuan penelitian apabila dilihat dari sisi internal dan eksternal, dari sisi 
internal yaitu mekanisme corporate governance, pelaksanaan corporate governance 
merupakan wujud pertangungjawaban terhadap pemilik dan stakeholder, organ-organ 
perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan 
berkewajiban untuk memberikan informasi kepada stakeholder untuk menunjukan 
transparasi perusahaan yang dilakukan dengan memberikan informasi tambahan atau 
pengungkapan sukarela pada laporan keuangan (Nugrahani dan Nugroho, 2010). 
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Dari sisi eksternal yaitu kepemilikan institusional merupakan pihak luar 
perusahaan atau pihak institusi yang membutuhkan informasi perusahaan untuk 
menilai mengenai kondisi perusahaan, penilaian tersebut digunakan dalam 
pengambilan keputusan, pihak eksternal perusahaan berhak mendapatkan informasi  
perusahaan sebagai kewajiban dan tangungjawab pihak internal perusahaan salah cara 
yang dilakukan perusahaan yaitu memberikan informasi tambahan atau 
pengungkapan sukarela pada laporan keuangan perusahaan (Poulan dan Nugroho, 
2015). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenalisis pengaruh mekanisme 
corporate governance terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Struktur corporate 
governance yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran dewan komisaris, 
komisaris independen komite audit dan kepemilikan institusional. 
Struktur pertama dari corporate governance dalam penelitian ini yaitu ukuran 
dewan komisaris. Dewan komisaris adalah organ yang memegang peran penting 
dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan good corporate governance (FCGI, 
2001). Ukuran dewan komsaris yang besar akan meningkatkan pengawasan terhadap 
manajemen, sehingga semakin mudah untuk mengendalikan dan memonitor 
manajemen maka pihak manajemen memiliki tangungjawab untuk memberikan 
informasi yang lebih luas dan relevan yaitu dengan pengungkapan sukarela (Poulan 
dan Nugroho, 2015). 
Struktur kedua komisaris independen. Komisaris independen yaitu anggota 
dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, dewan komisaris dan 
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pemegang saham pengendali (Riznawaty, 2013). Dengan keberadaan komisaris 
independen akan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam melakukan pengawasan 
atau memonitor manajemen karena komisaris independen akan bertindak independen 
tanpa memihak siapapun, maka pihak manajemen akan terdorong untuk bertindak 
semakin objective sehingga akan memberikan informasi yang lebih luas dan 
transparan melalui pengungkapan sukarela (Rafifah dan Ratmono, 2015). 
Struktur ketiga komite audit. Komite audit yaitu komite yang bekerja secara 
professional dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris (Effendi, 2009). 
Komite audit merupakan salah satu mekanisme pemantauan yang harus dimiliki 
perusahaan. Tangung jawab komite audit meliputi mengawasi proses pelaporan 
keuangan sehingga keberadaan komite audit meningkatkan sistem pengendalian 
internal yang akan meningkatan kualitas informasi perusahaan, sehingga dengan 
semakin banyak proporsi komite audit pada perusahaan mampu meningkatkan 
pengawasan maka pihak manajemen akan terdesak untuk memberikan informasi yang 
lebih lengkanp yaitu melalui pengungkapan sukarela (Mishari, 2017). 
Struktur keempat kepemilikan institusional. kepemilikan institusional yaitu  
kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain (Silaban 2015). 
Besarnya saham yang dimiliki institusi menimbulkan pengawasan yang lebih besar 
oleh pihak investor institusional sehingga memberikan tekanan kepada pihak 
perusahaan agar terlihat baik di mata pihak institusi maka perusahaan akan berusaha 
memberikan informasi yang lengkap dan relevan untuk pengambilan keputusan  yaitu 
dengan pengungkapan sukarela (Poulan dan Nugroho 2015). 
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Beberapa penelitian mengenai pengungkapan sukarela yang memiliki 
perbedaan hasil penelitian atau gap riset antara lain penelitian yang dilakukan oleh 
Poulan dan Nugroho (2015) yang meneliti pengaruh mekanisme corporate 
governance dan kondisi financial distress terhadap pengungkapan sukarela. Hasil 
penelitian tersebut menunjukan bahwa ukuran dewan komisaris dan komisaris 
independen berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan kepemilikan 
institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.  
Silaban (2012) meneliti pengaruh corporate governance terhadap luas 
pengungkapan sukarela, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan 
institusional dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 
sukarela, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan sukarela. Kemudian penelitian yang dilakukan Gantyowati dan 
Nugraheni (2014) meneliti dampak status financial distress dan struktur corporate 
governance pada tingkat pengungkapan sukarela. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan independensi komite audit berpengaruh 
signifikan terhadap pengungkapan sukarela.  
Rafifah dan Ratmono (2015) meneliti pengaruh mekanisme corporate 
governance terhadap pengungkapan sukarela, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Kemudian 
Penelitian yang dilakukan oleh Alfraih dan Almutawa (2017) yang meneliti 
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pengungkapan sukarela dan tatakelola perusahaan. Dengan hasil penelitian ukuran 
dewan dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.  
Masih terdapat hasil penelitian terdahulu yang berbeda, sehingga sulit untuk 
mendeteksi seberapa besar variabel-variabel tersebut mempengaruhi tingkat 
pengungkapan sukarela. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih 
lanjut untuk memperoleh bukti empiris ada tidaknya variabel-variabel tersebut 
mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela.  
sampel penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI alasan 
peneliti memilih perusahaan perbankan karena pengelolaan perbankan diawasi dan 
diatur oleh pemerintah, sehingga pengungkapan informasi mengenai perusahaan 
perbankan akan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi investor atau stakeholder 
(Siti, 2016). Selain itu corporate governance pada lembaga keuangan, khususnya 
bank memiliki keunikan bila dibandingkan pada lembaga non bank, hal ini 
disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok stakeholder yang 
kepentingannya harus dijaga (Maradita, 2014). 
Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian 
dengan judul “Pengaruh Mekanisme Corporate Governace Terhadap Tingkat 
Pengungkapan Sukarela (Studi pada Perusahaan perbankan yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Periode 2014-2017)”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat di indentifikasikan 
adalah : 
1. Adanya tuntutan bagi perusahaan yang telah go publik untuk memberikan 
pengungkapan sukarela yang lengkap dan relevan, sehingga investor percaya 
dan memperoleh invormasi yang cukup sebagai dasar untuk pengambilan 
keputusan. 
2. Perkembangan dunia bisnis sekarang ini mengalami pertumbuhan yang pesat, 
menuntut adanya publikasi informasi yang transparansi dan akuntabilitas 
informasi oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan bagi stakholdres. 
3. Berdasarkan penelitian sebelumnya masih terdapat hasil penelitian yang 
berbeda atau hasil yang tidak konsisten. 
1.3. Batasan Masalah  
Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan 
sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dimanfaatkan. 
Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 
1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. 
2. Penelitin ini berfokus untuk meneliti pengaruh mekanisme corporate 
governance terhadap tingkat pengungkapan sukarela. 
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1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 
sukarela pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI ? 
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 
sukarela pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI ? 
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela 
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI ? 
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 
sukarela pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI ? 
1.5. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap tingkat 
pengungkapan sukarela pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 
2. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan 
sukarela pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 
3. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela 
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 
4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat 
pengungkapan sukarela pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 
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1.6. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk praktisi maupun 
akademisi dalam penelitian serupa selanjutnya.  
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam 
bidang akuntansi khususnya tentang mekanisme corporate governance dan tingkat 
pengungkapan sukarela.  
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan berguna bagi: 
a. Perusahaan-perusahaan di Indonesia, untuk memberikan pengetahuan 
mengenai pentingnya memberikan informasi tambahan berupa 
pengungkapan sukarela sehingga menjadi bahan pertimbangan perusahaaan 
dalam menerapkan pengungkapan sukarela.  
b. Para investor dan pelaku pasar, untuk menambah bahan pertimbangan 
dalam mengambil keputusan investasi. 
c. Bagi penelitian selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai acuan untuk 
penelitian sejenis dipenelitian-penelitian selanjutnya. 
1.7. Jadwal Penulisan 
  Terlampir. 
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1.8. Sistematika Penulisan Skripsi  
BAB I        PENDAHULUAN  
Bab ini berisikan pendahuluan dari skripsi yang terdiri atas: latar 
belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
skripsi. 
BAB II      LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang kajian teori yang berkaitan dengan penelitian 
ini, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis. 
BAB III     METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang waktu dan wilayang penelitian, jenis 
penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber 
data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional 
variabel dan teknik analisis data. 
BAB IV     HASIL DAN ANALISIS DATA 
Bab ini peneliti menganalisa, menguraikan dan menyajikan data dan hasil 
penelitian, berisi data-data penelitian dan analisa data yang diperoleh di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dihitung berdasarkan metode penelitian 
yang ada serta dibahas berdasarkan perhitungannya.  
BAB V      PENUTUP  
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis, 
keterbatasan penelitian, dan saran-saran. yang dapat bermanfaat bagi 
pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian mendatang.
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 
 Teori agensi menjelaskan bentuk kerjasama antara principal dan agen dimana 
pihak principal menunjuk orang lain atau yang disebut agen untuk diberikan 
wewenang dalam mengambil keputusan yang terkait dengan operasi dan strategi 
perusahaan dengan tujuan keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen akan 
memaksimalkan nilai perusahaan (Ariffin, 2007). 
 Teori agensi menjelaskan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan 
pengelolaan perusahaan kepada tenaga yang lebih professional (agen) sehingga lebih 
memahami dalam menjalankan bisnis perusahaan, dengan tujuan dipisahkanya 
pengelolaan dari kepemilikan perusahaan agar pemilik perusahaan memperoleh 
keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin (Sutedi, 
2011). 
 Ariffin (2007) menjelaskan bahwa dengan pemisahan tugas tersebut diharapkan 
mampu memaksimalkan nilai perusahaan tetapi harapan agar pihak manajemen selalu 
mengambil keputusan yang sejalan dengan peningkatan nilai perusahaan sering tidak 
terwujud, banyak keputusan yang diambil oleh manajer yang justru lebih 
menguntungkan manajer dan mengesampingkan kepentingan pemegang saham, 
karena manajer memiliki kepentingan pribadi hal tersebut bertentangan dengan 
kepentingan pemilik perusahaan sehingga muncul masalah agensi. 
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 Rafifah dan Ratmono (2014) pengungkapan merupakan salah satu media 
penting untuk megatasi konflik keagenan, adanya pengungkapan informasi secara 
sukarela oleh manajemen dapat memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan 
kepada pemegang saham, sehingga dapat diantisipasi terjadinya penyimpangan 
kepentingan yang akan yang dilakukan oleh manajer.  
2.1.2. Teori signal (Signaling Theory) 
 Teori signal dikembangkan dalam ilmu ekonomi dan keuangan untuk 
memperhitungkan kenyataan bahwa orang yang ada didalam perusahaaan umumnya 
memiliki informasi yang lebih baik mengenai kondisi perusahaan apabila 
dibandingan dengan investor luar. Sehingga hal tersebut menimbulkan asymmetric 
information yang akan menyulitkan investor dalam menilai secara objektif mengenai 
kualitas perusahaan (Arifin, 2007). Manajer (agen) akan memberikan sinyal kepada 
pihak yang berkepentingan atau stakeholder mengenai perusahaan dengan tujuan 
mengurangi asimeri informasi yang mungkin akan terjadi (Immanuel dan Muid, 
2015). 
 Teori sinyal menjelaskan bahwa penggunaan dalam laporan keuangan oleh 
perusahan  untuk memberikan sinyal positif atau negatif kepada pengguna laporan 
keuangan, sehingga pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan 
merupakan salah satu cara untuk memberikan sinyal kepada stakholders, dimana 
sinyal tersebut berupa informasi untuk menunjukan gambaran kondisi perusahaan, 
oleh sebab itu untuk penyampaian sinyal kepada stakholders dapat melalui 
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pengungkapan laporan tahunan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan 
mencakup informasi  keuangan dan non keuangan (Ardani, 2015). 
 Suwardjono (2014) menjelaskan bahwa teori persignalan melandasi 
pengungkapan sukarela Manajemen berusaha menyampaikan informasi yang dapat 
meningkatkan kredibilitas serta kesuksesan perusahaan meskipun informasi yang 
disampaikan tersebut tidak diwajibkan atau bersifat sukarela.  
2.1.3. Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) 
 Pengungkapan (disclosure) memiliki arti tidak menutupi atau tidak 
menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan 
memiliki arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan 
yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha, sehingga informasi tersebut 
harus lengkap, jelas, serta dapat menggambarkan secara baik dan tepat mengenai 
kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha 
(ghozali dan Anis, 2007). 
 Suwardjono (2014) menjelaskan bahwa secara umum tujuan pengungkapan 
adalah menyajikan informasi yang dianggap penting untuk mencapai tujuan 
pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai 
kepentingan berbeda-beda, pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana 
dari masyarakat oleh karena itu pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan 
melindungi informasi atau memenuhi kebutuhan stakholders. 
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 Riznawaty (2013) menjelaskan bahwa pengungkapan dalam laporan tahunan 
perusahaan di kelompokan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (mandatory 
disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Menurut Suwardjono 
(2014) pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan 
di luar dari yang telah diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan 
pengawas.  
 Shehata (2014) menjelaskan bahwa pengungkapan sukarela merupakan pilihan 
bebas dari pihak manajemen perusahaan untuk memberikan informasi dalam laporan 
tahunan perusahaan yang relevan untuk pengambilan keputusan. Indrayani dan 
Chariri (2014) juga menjelaskan bahwa pengungkapan sukarela merupakan 
pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa 
diharuskan oleh ketentuan yang berlaku.  
 Pengungkapan sukarela merupakan informasi tambahan dalam laporan tahunan 
perusahaan yang dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan, informasi 
tersebut dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak manajemen dan pihak 
eksternal. Indrayani dan Chariri (2014) menjelaskan bahwa dengan pengungkapan 
sukarela dapat membantu investor dalam memahami kegiatan operasional perusahaan 
dan menunjukan adanya transparansi keadaan perusahaan yang sebenarnya terhadap 
stakeholders atau pengguna laporan keuangan (Riznawaty, 2013). 
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2.1.4. Corporate Governance 
 Corporate governance adalah salah satu sistem pengendalian internal 
perusahaan yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai atau 
meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, hal tersebut disebabkan 
karena good corporate governance mampu mendorong terbentuknya pola kerja 
manajemen yang bersih, transparandan dan professional (Effendi, 2009). 
 Sutedi (2011) menjelaskan bahwa corporate governance merupakan seperangat 
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) 
perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan 
intern dan ekstern lainya yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, 
atau dengan kata lain sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan 
tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholders. 
 Gantyowati dan Nugraheni (2014) Menjelaskan bahwa good corporate 
governance yang baik mampu memperkuat kontrol di dalam perusahaan, sehingga 
dapat mengurangi perilaku oportunistik dan mengurangi asimetri informasi. Sehingga 
hal ini memiliki dampak positif terhadap kualitas informasi yang diungkapkan.  
 KNKG (2006) menjelaskan terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan 
dalam corporate governance yaitu: 
1. Transparansi (transparerency) 
 Untuk menjaga objektifitas dalam kegiatan bisnis, perusahaan harus 
memberikan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah di pahami 
dan di akses oleh stakeholder. 
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2. Akuntabilitas (Accountability) 
 Perusahaan harus mampu mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan 
dan wajar, oleh sebab itu perusahaan harus dikelola secara benar dan sesuai dengan 
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainya. 
3. Responsibilitas (Responsibility) 
 Perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta 
melaksanakan tangung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 
4. Independensi (independency) 
Keadaan dimana perusahaan harus dikelola secara independen yaitu 
professional tanpa konflik kepentingan, sehingga perusahaan tidak saling 
mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain.  
5. Kewajaran dan kesetaraan (fairness) 
Dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, perusahaan harus selalu 
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainya. 
 Lukviarman (2016) menjelakan bahwa struktur corporate governance 
khususnya pada board of directors (BOD) terdapat perbedaan di berbagai Negara, 
Indonesia mengadopsi pola two-tier board system sedangkan Negara lain seperti 
Malaysia dan singapura mengadopsi sistem one tier system hal tersebut disebabkan 
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oleh perbedaan tradisi dan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing Negara 
tempat perusahaan melaksankan aktifitasnya.  
 Undang – undang nomor 40 tentang perseroan terbatas mengharuskan setiap 
perusahaan di Indonesia untuk memiliki two-tier board system sehingga dapat 
membedakan dengan tegas fungsi keduanya yaitu dewan direksi bertangung jawab 
untuk mengelola perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertangung jawab untuk 
melakukan supervisi terhadap direksi dalam mengelola perusahaan untuk kepentingan 
perusahaan. (Lukviarman, 2016). Sedangkan one tier system perusahaan hanya 
mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya merangkap tugas antara manajer 
atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja 
dengan prinsip paruh waktu (FCGI, 2001). 
1. Ukuran Dewan Komisaris  
 Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan    bertangung 
jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi serta 
memastikan bahwa perusahana melaksanakan good corporate governance. (KNKG, 
2006) Peran direksi dan komisaris sangat penting dan menentukan keberhasilan 
implementasi good corporate governance dan diperlukan komitmen penuh dari 
dewan direksi dan komisaris agar implementasi corporate governance berjalan 
dengan lancar sesuai dengan tujuan (Effendi, 2009). 
 Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan  No 33 / POJK 2014 dewan 
komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan 
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pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 
memberikan nasehat kepada direksi. 
 Sutedi (2011) menjelaskan bahwa dewan komisaris memiliki peran dalam 
menentukan kompensasi direksi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan 
perlindungan hukum transparansi dan mengenai hak pemegang saham minoritas. 
FCGI (2001) menjelaskan bahwa dewan komisaris memegang peran yang sangat 
penting dalam perusahaan, karena dewan komisaris bertugas untuk menjamin 
pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola 
perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. 
Effendi (2009) menjelaskan bahwa dewan komisaris memiliki wewenang  
untuk memperkerjakan, mencatat dan memberikan kompensasi kepada para manajer 
tingkat, atau memantau keputusan kepenting. Kelalaian atau kesalahan yang 
dilakukan oleh dewan komisaris akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 
Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan  No 33 / POJK 2014 menjelakan bahwa 
dewan komisaris paling kurang terdiri dari  2 (dua) orang anggota dewan komisaris.  
2. Komisaris Independen 
Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafilisasi 
dengan direksi, dewan komisaris laiynya dan pemegang saham pengendali, serta 
bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainya yang dapat mempengaruhi 
kemampuanya untuk bertindak independen atau bertindak untuk kepentingan 
perusahaan (Riznawaty, 2013). 
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Berdasarkan peraturn otoritas jasa keuangan No 33 / POJK 2014 menjelaskan 
bahwa dewan komisaris independen adalah anggota dewan komiasaris yang berasal 
dari luar emiten atau perusahan publik yang memenuhi persyaratan sebagai komisaris 
independen. Nugrahani dan Nugroho (2010) menjelaskan dengan keberadaan dewan 
komisaris independen dimaksudkan agar mekanisme pengawasan dapat berjalan 
secara efektif. 
Mulyadi, (2002) dalam Silaban, (2015) menjelaskan bahwa Komisaris 
independen berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh 
manajemen (direksi) dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen 
memenuhi tangung jawab mereka dalam mengembangkan dan melaksanakan 
pengendalian intern perusahaan lemahnya pengawasan yang independen dan terlalu 
besar kekuasaan eksekutif menjadi salah satu penyebab tumbangnya perusahaan 
(Effendi, 2009). 
KNKG (2006) menjelaskan bahwa jumlah anggota dewan komisaris 
independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara 
efektif dan sesuai denga peraturan perundang-undang dan salah satu dari dewan 
komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. 
Poluan dan Nugroho (2015) menjelaskan bahwa setiap perusahaan harus memiliki 
dewan komisaris independen yang jumlahnya skurng-kurangnya 30% dari seluruh 
jumlah anggota dewan komisaris. 
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3. Komite Audit 
Komite audit merupakan salah satu komite yang bekerja secara professional dan 
independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, sehingga tugas dari komite audit 
adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan 
fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan 
audit dan implementasi dari corporate governance pada perusahaan (IKAI, 2006 
dalam Effendi, 2009). 
Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan No 55/ POJK.04 / 2015 
menjelaskan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 
dan bertangung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas 
dan fungsi dewan komisaris. Effendi (2009) menjelaskan bahwa salah satu fungsi 
pokok komite audit adalah adalah membantu tugas komisaris dalam aspek 
pengendalian perusahaan.  
FCGI (2001) Menjelaskan bahwa komite audit memiliki tugas terpisah dalam 
membantu dewan komisaris untuk memenuhi tangung jawabnya dalam memberikan 
pengawasan secara menyeluruh. Gantyowati dan Nugraheni (2014) menjelakan 
bahwa komite audit memiliki peran yang sangat penting berkitan dengan fungsi 
pengawasan internal terhadap tingkat kualitas kinerja yang dilakukan oleh 
manajemen perusahaan, salah satu tugas utamda yang dilakukan oleh komite audit 
adalah memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sudah 
sesuai.  
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KNKG (2006) menjelaskan bahwa komite audit bertugas membantu dewan 
komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai 
dengan prinsip akuntansi berlaku, umum struktur pengendalian internal maupun 
eksternal dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal 
dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil 
audit dilaksanakan manajemen. 
4. Kepemilikan Institusional  
Silaban (2015) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional merupakan 
kepemilikddan saham perusahaan yang dimiliki oleh istitusi atau lembaga lain, 
seperti perusahaan asuransdi, bank, perusahaan investasi dan yang lainya. Primastuti  
(2012) dalam awan (2015) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi 
akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor 
institusional sehingga dapat mengurangi atau menghalangi perilaku oportunistik 
manajer.  
 Rafifah dan Ratmono (2015) menjelaskan bahwa dengan adanya kepemilikan 
institusional akan mendorong pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap 
kinerja perusahaan karena pihak institusi memerlukan informasi yang lengkap 
mengenai perusahaan karena pihak institusi memiliki proporsi saham pada 
perusahaan. Nasih dan hudaya (2011) dalam Poulan dan Nugroho (2015) menjelaskan 
bahwa dengan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi memberikan 
tekanan kepada manajer yang ingin terlihat baik di depan pemegang saham mengenai 
kinerja perusahaan. 
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2.2. Hasil Penelelitian yang Relevan:  
Tabel 2. 1 
Penelitian yang Relevan 
 
Variabel  Peneliti, metode 
dan sampel 
Hasil penelitian Saran penelitian 
Variabel 
dependen: 
Pengungkapan 
sukarela 
 
Variabel 
independen: 
Proporsi dewan 
komisaris yang 
independen, 
proporsi dewan 
komisaris yang 
memiliki 
kemampuan 
akuntansi tau 
bisnis, jumlah 
rapat dewan 
komisaris, ukuran 
dewan komisaris, 
proporsi anggota 
komite audit yang 
memiliki 
kemampuan 
akuntansi atau 
bisnis, jumlah 
rapat komite 
audit, kualitas 
auditor dan 
kepemilikn 
institusional 
Ula Restu Rfifah 
dan Dwi Ratmono 
(2015)  
 
Metode regresi 
linier berganda  
 
Sampel 160 
perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di bursa 
efek Indonesia 
pada tahun 2010-
2013 
Proporsi dewan 
komisaris yang 
independen, 
proporsi dewan 
komisaris yang 
memiliki 
kemampuan 
akuntansi atau 
bisnis, ukuran 
dewan komisaris, 
proporsi komite 
audit yang 
memiliki 
kemampuan 
akuntansi atau 
bisnis , jumlah 
rapat komite audit, 
kualitas auditor dan 
kepemilikan 
institusional tidak 
berpengaruh 
terhadap 
pengungkapan 
sukarela. 
Sedangkan jumlah 
rapat dewan 
komisaris 
berpengaruh 
terhadap 
pengungkapan 
sukarela. 
Disarankan untuk 
penelitian 
selanjutnya  
menggunakan 
jenis perusahaan 
yang berbeda, 
perode penelitian 
lebih dari 4 tahun, 
menambah 
sampel penelitian, 
dapat menambah 
variabel 
corporate 
governance 
lainya, 
menggunkakan 
item 
pengungkapan 
sukarela yang 
lebih terkini yang 
berlaku untuk 
perusahaan go 
public di 
indonesia dan 
dapat 
memberikan 
bobot/nilai dalam 
mengukur indeks 
pengungkapan 
sukarela 
 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel 2.1 
Variabel  Peneliti, metode 
dan sampel 
Hasil penelitian Saran penelitian 
Variabel 
dependen: 
pengungkapan 
sukarela 
 
Variabel 
independen: 
kepemilikan 
manajerial, 
kepemilikan 
institusional, 
komisaris 
independen, 
ukuran dewan 
komisaris, komite 
audit, financial 
distress 
Goledevia Poulan 
dan Paskah Ika 
Nugroho (2015)  
 
Metode regresi 
bergnda  
 
Sampel 141 
perusahaan 
manufaktur sektor 
aneka industri dan 
barang konsumsi 
yang terdaftar di 
BEI 
Kepemilikan 
manajerial, komite 
audit dan 
kepemilikan 
institusional tidak 
berpengaruh 
terhadap 
pengungkapan 
sukarela. 
Sedangkan 
komisaris 
independen, ukuran 
dewan komisaris 
dan financial 
distress 
berpengaruh 
terhadap 
pengungkapan 
sukarela. 
Disarankan 
menambah tahun 
penelitia dengan 
memasukan 
seluruh jenis 
industri dan 
menggunkan 
periode penelitian 
lebih dari 3 tahun 
dan memperluas 
media pelaporan, 
menambahkan 
faktor lain yang 
dapat 
mempengaruhi 
pengungkapan 
sukarela 
Variabel 
dependen: 
pengungkapan 
sukarela 
 
Variabel 
independen: 
kepemilikan 
institusional, 
kepemilikan 
manajerial, 
komposisi dewan 
komisaris yang 
independen dan 
komite audit. 
Yudika Amanda 
Putra Silaban 
(2015) 
 
Metode regresi 
berganda 
 
Sampel seluruh 
perusahaan 
perbankan yang 
terdaftar di BEI 
perode 2009-2012 
Kepemilikan 
institusional, 
komite audit dan 
kepemilikan 
manajerial 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap 
pengungkapan 
sukarela, 
sedangkan 
komisaris 
independen tidak 
berpengaruh 
terhadap 
pengungkapan 
sukarela 
Penelitian 
selanjutnya 
diharapkan untuk 
menambah 
jumlah sampel 
penelitian dan 
menambah 
variabel lain yang 
mungkin 
mempengaruhi 
pengungkapan 
sukarela serta 
menmabah 
periode 
pengamatan 
 Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel 2.1 
Variabel  Peneliti, metode 
dan sampel 
Hasil penelitian Saran penelitian 
Variabel 
dependen: 
pengungkapan 
sukarela 
 
Variabel 
independen: 
ukuran dewan, 
lintas direksi, 
dualitas peran, 
direktur non 
eksekutive, 
komite audit, 
anggota keluarga 
dewan, 
kepemilikan 
pemerintah dan 
anggota keluarga 
dewan yang 
berkuasa 
Mishari M alfraih 
Abdullah M. 
Almutawa (2017)  
 
Metode dengan 
regresi berganda  
 
Sampel: 52 
perusahaan yang 
terdftar di KSE 
Kepemilikan 
pemerintah 
berpengaruh positif 
terhadap 
pengungkapan 
sukarela. 
Sedangkan ukuran 
dewan, lintas 
direksi, dualitas 
peran, direktur non 
eksekutive, komite 
audit, anggota 
keluarga dewan, 
dan anggota 
keluarga dewan 
yang berkuasa 
tidak berpengaruh 
terhadap 
pengungkapan 
sukarela. 
disarankan untuk 
membandingkan 
Negara Kuwait 
dengan Negara-
negara lain, atau 
Negara-negara 
timur tengah 
dengan 
budaya,ekonomi 
dan politik yang 
sama. Serta 
penelitian 
selanjutnya 
diharapkan untuk 
lebih memahami 
dari 
pengungkapan 
sukarela pada 
perusahaan 
keuangan. 
Variabel 
dependen: 
Pengungkapan 
sukarela 
Variabel 
independen: 
Financial 
distress,dewan 
komisaris 
independen, 
komite audit 
independen, 
frekuensi rapat 
dewan, frekuensi 
rapat komite audit 
dan kepemilikan 
institusional. 
Evi Gantyowati, 
Rosa Lenna 
Nugraheni (2014) 
 
Metode t-test dan 
regresi linier 
berganda 
 
Sampel 114 
perusahaan non 
keuangan yang 
tercata di bursa 
efek Surabayay 
Financial distress, 
dewan komisaris 
independen, 
frekuensi rapat 
dewan, dan 
kepemilikan 
institusional tidak 
berpengaruh 
terhadap 
pengungkapan 
sukarela.  
Sedangkan komite 
audit independen, 
frekuensi rapat 
komite audit 
berpengaruh 
terhadap 
pengungkapan 
sukarela 
Saran untuk 
penelitian 
selanjutnya dapat 
memperpanjang 
periode 
pengamatan, dan 
untuk item 
pengungkapan 
sukarela dapat 
diperluas serta 
dapat menambah 
variabel variabel 
baru yang 
menggambarkan 
mekanisme 
corporate 
governance 
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2.3. Kerangka Berfikir         
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelakan tersebut maka dapat dibuat 
suatu kerangka berfikir yang dapat menggambarkan terkait dengan penelitian ini 
yaitu mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan 
sukarela sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Kerangka berfikir dalam 
penelitian ini dapat di jelaskan pada gambar berikut: 
Gambar 2. 1 
Kerangka konseptual 
 
         variabel independen   
 
                                         variabel dependen   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukuran dewan komisaris 
(X1)  
Komisaris independen 
 (X2)  
Komite audit  
(X3) 
Kepemilikan institusional 
(X4) 
Pengungkapan 
sukarela (Y) 
Variabel kontrol 
size 
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2.4. Hipotesis  
2.4.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan 
Sukarela  
FCGI (2001) menjelaskan bahwa dewan komisaris memegang peran yang 
sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan good corporate 
governance, dan dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance. tugas 
dari dewan komisaris adalah bertangung jawab dan berwenang dalam mengawasi 
kebijakan dan tindakan direksi (Effendi, 2009). 
Poulan dan Nugroho (2015) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris yang 
besar akan meningkatkan pengawasan terhadap manajmen sehingga mampu 
meningkatkan pengungkapan yang lebih transparan. Rafifah dan Ratmono (2015) 
menjelskan bahwa apabila dewan komisaris dalam suatu perusahaan memiliki 
proporsi yang besar maka memiliki kemampuan yang lebih dalam melakukan  
pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan.  
Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Poulan dan 
Nugroho (2015) yang menunjukan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh 
positif terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang di 
ajukan sebagai berikut: 
H1 : ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela  
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2.4.2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan 
Sukarela 
Nugrahani dan Nugroho (2010) menjelaskan bahwa komisaris independen 
adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak mempunyai 
hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham, anggota keluarga direksi 
dan komisaris serta perusahaan itu sendiri yang mampu mempengruhi kemampuanya 
untuk bertindak independen atau bertindak untuk kepentingan perusahaan, dengan 
keberadaan komisaris independen dimaksudkan agar kepeutusan perusahaan dapat 
diambil secara efektif, tepat dan independen. Effendi (2009) juga menjelaskan bahwa 
lemahnya pengwasan yang independen telah menjadi sebagian dari penyebab 
tumbangnya perusahaan.  
Immanuel dan Muid (2015) menjelaskan bahwa dengan adanya dewan 
komisaris yang independen mampu untuk meningkatkan transparansi perusahaan 
salah satunya dengan melakukan pengungkapan sukarela sehingga mengurangi 
terjadinya asimetri informasi di antara pemilik perusahaan dan manajer. 
 Rafifah dan Ratmono (2015)  menjelaskan bahwa dengan keberadaan dewan 
komisaris yang independen akan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam 
melakukan pengawasan atau memonitor manajemen untuk melakukan pengungkapan 
dalam laporan tahunan perusahaan. Gantyowati dan Nugraheni (2014) menjelaskan 
bahwa dengan adanya dewan komisaris independen akan mendesak manajemen 
perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dan transparan. 
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Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Poulan dan Nugroho 
(2015) yang melakukan penelitian mengenai keberadaan dewan komisaris 
independen dan hasil penelitian menunjukan bahwa komisaris independen 
berpengruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Selain itu 
penelitian yang dilakukan oleh Gantyowati dan Nugraheni (2014) yang meneliti 
mengenai komisaris independen, dan dengan hasil penelitian bahwa dewan komisaris 
independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Bersadarkan 
penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan  adalah: 
 H2: komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela.  
2.4.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela 
Poulan dan Nugroho (2015) menjelaskan bahwa komite audit memiliki tugas 
untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan 
dan kendali internal. Komite audit juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan 
publik terhadap kelayakan dan obyektifitas laporan keuangan serta meningkatkan 
kepercayaan kepada stakeholder adanya kendali internal yang lebih baik. Mujiyono 
dan Nany (2010) juga menjelaskan bahwa dengan keberadaan komite audit berguna 
sebagai  monitoring sehingga berpengaruh dalam menyediakan informasi yang lebih 
baik melalui pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pengguna laporan 
keuangan.  
Silaban (2015) menjelaskan bahwa komite audit berperan dalam pandangan 
tentang masalah akutansi, laporan keuangan, sistem pengawasan internal dan komite 
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audit yang efektif mampu meningkatkan pengendalian internal yang memiliki 
kekuatan untuk meningkatkan pengungkapan yang berhubungan dengan nilai 
perusahaan dan meningkatkan pengungkapan sukarela. Rafifah dan Ratmono (2015) 
menjelaskan bahwa Komite audit bekerja dengan objektif dan tidak memihak 
siapapun baik manajer pemegang saham serta pihak-pihak yang berkuasa, sehingga 
dengan semkin banyaknya proporsi komite audit pada perusahaan mampu 
meningkatkan pengawasan khususnya dalam hal menyajikan pengungkapan sukarela.  
Hal tersebut dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Silaban (2015) 
yang meneliti pengruh komite audit terhadap pengungkapan sukarela, dan dengan 
hasil bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan 
uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah: 
H3: komite audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela.  
2.4.4. Pengaruh kepemilikan Institusional Terhadap Tingkat Pengungkapan 
Sukarela 
Soesetio (2008) dalam Pulan dan Nugroho (2015) menjelaskan bahwa 
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu 
kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Rafifah dan Ratmono (2015) 
menjelaskan Institusi atau lembaga yang dimaksud dapat berupa bank, perusahan 
investasi, atau perusahaan lainya. Pihak institusional dapat melakukan pengawasan 
yang lebih baik, karena pihak institusional memiliki keuntungan lebih untuk 
memperoleh informasi mengenai perusahaan (Poulan dan Nugroho, 2015). 
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Rafifah dan Ratmono (2015) menjelaskan bahwa Adanya kepemilikan 
institusional akan mendorong pengawasan yang lebih efektif terhadap kinerja 
perusahaan dan dengan kepemilikan institusional yang memiliki proporsi saham yang 
lebih besar akan mendesak para manajer dan direktur untuk melakukan 
pengungkapan laporan tahunan perusahaan dalam hal ini termasuk dalam 
pengungkapan sukarela.  
Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 
pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat 
mengurangi perilaku opportunistic manajer. Gunawan (2015) menjelaskan bahwa 
Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi 
tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan, semakin banyak pihak yang 
membutuhkan informasi mengenai perusahaaan maka semakin detail pula 
pengungkapan yang dilakukan perusahaan.  
Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2015) 
yang meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela 
dan dengan hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional berpengaruh dan 
signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Silaban (2015) juga meneliti 
mengenai kepemilikan institusional dan dengan hasil penelitian bahwa kepemilikan 
institusional berpengruh singnifikn terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan 
uraian diatas maka hipotesis yang di ajukan adalah: 
H4: kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian  
Penelitian ini dilakukan pada 22 Maret 2018 sampai selesai. Penelitian ini 
menganalisis ukuran dewan komisaris, komisaris independen komite audit, dan 
kepemilikan insttusional terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Wilayah yang 
digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan menggunakan informasi laporan 
tahunan perusahaan. 
3.2. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian  yang menekankan pada pengujian 
teori antar variabel serta datanya di ukur dalam suatu skala numerik (angka) dan 
melakukan analisis dengan statistik. (Kuncoro, 2009). Sumber data yang digunakan 
adalah data sekunder. Data sekunder berasal dari laporan tahunan perusahaan (annual 
Report) sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel  
3.3.1. Populasi  
Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, berupa orang, objek, transaksi 
atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek 
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penelitian (Kuncoro, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2017. 
3.3.2. Sampel  
Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi (Kuncoro, 2009). 
Sampel yang di gunakan peneliti adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2017 
Tabel 3. 1 
Kriteria penentuan sampel 
No Keterangan Jumlah 
1 Jumlah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia  
43 
2 Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan 
selama 4 tahun berturut-turut 
(10) 
3 Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap terkait variabel 
penelitian.  
(4) 
4 Jumlah sampel perusahaan 29 
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 29 x 4 116 
Sumber : Data diolah 2018 
Sehingga dari rincian tersebut dapat terlihat bahwa jumlah data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 116 selama empat periode yaitu dari 
tahun 2014-2017. Berikut ini nama – nama perusahaan sektor perbankan yang 
digunakan sebagai sampel: 
Tabel 3. 2 
Jumlah Sampel Perusahaan 
No Kode Nama Perusahaan 
1.  AGRO Bank Rakyat Indonesia Argo Niaga Tbk 
2. BABP Bank MNC Internasional Tbk 
3. BACA Bank Capital Indonesia Tbk 
Tabrl berlanjut... 
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Lanjutan tabel 3. 2 
No Kode Nama Perusahaan 
4. BBCA Bank Central Asia Tbk 
5. BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 
6. BBNP Bank Nusantara Parahyagan (Persero) Tbk 
7. BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk 
8. BCIC Bank Mutiara Tbk 
9. BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 
10. BEKS Bank pundi Indonesia Tbk 
11. BINA Bank Ina Perdana Tbk 
12. BKSW Bank QNB Indonesia Tbk 
13. BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk  
14. BNBA Bank Bumi Arta Tbk 
15 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 
16. BNLI Bank Permata Tbk 
17. BSIM Bank Sinar Mas Tbk 
18. BSWD Bank of India Indonesia Tbk 
19. BTPN Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk 
20. BVIC Bank Victoria International Tbk  
21. INPC Bank Artha Graha International Tbk  
22 MAYA Bank Mayapada International Tbk 
23. MCOR Bank China Contruction Bank Ind. Tbk 
24. MEGA Bank Mega Tbk 
25. NAGA Bank Mitraniaga Tbk 
26. NISP Bank OCBC NISP tbk 
27. NOBU Bank Nationalnobu Tbk  
28. PNBS Bank Panin Syariah Tbk 
29. SDRA Bank Woor Saudar Indonesia 1906 Tbk  
 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel  
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan purposive sampling  dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Perusahaan sektor perbankan yang menerbitkan laporan keuangaan tahunan 
yang dipublikasikan selama tahun 2014 – 2017 
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2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan 
memiliki data keuangan yang berkaitan dengan variabel penelitian. 
3.4. Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalah data sekunder, data sekunder merupakan data 
yang telah di kupulkan oleh lembaga pengumpul data dan di publikasikan kepada 
masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2009). Data sekunder ini diperoleh dalam 
bentuk dokumntasi laporan keuangan yang rutin diterbitkan setiap tahun oleh 
perusahaan. Data penelitian yang digunakan merupakan data historis daftar 
perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode penelitian 
dengan waktu 2014-2017.  
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data yang diperlukan melalui pengambilan 
data dari dokumen – dokumen yang sudah ada, seperti data yang dipublikasikan 
dalam Indonesian Stock Exchange (IDX), laporan keuangan tahunan dan historis 
lainya di BEI. 
Penelitian ini juga menggunakan metode pustaka metode ini diperoleh dari 
literature, artikel, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Metode ini digunakan untuk 
mempelajari dan memahami literatur-literatur yang membuat pembahasan yang 
berkaitan dengan penelitian. 
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3.6. Variabel Penelitian  
Penelitian ini menggunakan tiga macam variabel penelitian, yaitu variabel 
dependen variabel independen dan variabel kontrol penjelasan masing-masing 
variabel penelitian adalah sebagai berikut:  
1. Variabel Dependen 
Variabel dependen adalah variabel yang menjelaskan atau dipengaruhi oleh 
variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat 
pengungkapan sukarela pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 
2. Variabel Independen  
Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 
variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran dewan 
komisaris, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
3. Variabel Kontrol  
Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel 
independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Variabel Kontrol 
dalam penelitian ini adalah size. 
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3.7. Definisi Operasional Variabel  
3.7.1. Variabel Dependen 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan sukarela 
(voluntary disclosure) berdasarkan penelitian Nuryaman (2009) yang disesuaikan 
dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 29 / POJK.04 / 2016. Checklist 
dilakukan untuk setiap item yang diungkapkan oleh perusahaaan. Checklist dilakukan 
dengan menggunkan variabel dummy yaitu nilai 1 jika perusahaan mengungkapkan 
sesuai dengan daftar item pengungkapan sukarela. Nilai 0 jika perusahaan tidak 
mengungkapkan pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahan.  
Indeks pengungkapan masing masing perusahaan kemudian dihitung dengan 
membagi jumlah item yang diungkapkan perusahaan dengan item yang diharapkan 
diungkapkan perusahaan sesuai dengan indikator daftar item pengungkapan sukarela. 
Indeks pengungkapan sukarela untuk setiap perusahaan diukur sebagai berikut: 
 
 
Keterangan: 
PS : indeks kelengkapan pengungkapan sukarela  
Q :Item kelengkapan pengungkapan sukarela yang disajikan dalam laporan 
tahunan  
S :semua item kelengkapan pengungkapan sukarela yang diharapkan, terdapat 
pada instrument. 
 
 
PS =
 𝑄
 𝑆 
× 100 
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3.7.2. Variabel Independen  
1. Ukuran Dewan Komisaris  
Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris dalam 
suatu perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris diukur dengan 
menggunkan indikator jumlah anggota dewan komisaris yang terdapat dalam suatu 
perusahaan. Sesuai dengan penelitian Poulan dan Nugroho (2015). 
 
 
 
2. Komisaris Independen 
 Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak 
memiliki hubungan dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainya dan 
pemegang saham serta bebas dengan hubungan bisnis atau hubungan lainya yang 
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (KNKG, 2006). 
indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Pulan dan Nugroho (2015) yaitu 
diukur dengan membadingkan proporsi jumlah anggota komisris independen dengan 
seluruh anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan. 
 
 
 
 
Ukuran dewan komisaris  = jumlah dewan komisaris pada   
perusahaan 
Komisaris independen = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 
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3. Komite Audit 
Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 55 / POJK.04. 2015 
menjelakan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung 
jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. 
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitan Poulan dan 
Nugroho (2015) yaitu diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit pada 
perusahaan.  
 
 
4. Kepemilikan Institusional 
Kepemilikan insitusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang 
dimiliki oleh institusi lain, seperti perusahaan asuransi, bank dan istitusi lainya. 
Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur dengan menggunkan indikator 
presentase saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal yang beredar sesuai 
dengan penelitian Gantyowati dan Nugraheni (2014). 
  
 
 
  
Komite audit =  jumlah seluruh komite audit yang terdapat pada 
perusahaan 
Kepemilikan institusional = 
𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
  x 100 
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3.7.3. Variabel Kontrol  
Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah size, yaitu besar 
kecilnya total aset yang dimiliki oleh perusahaan, Indikator yang digunakan dalam 
penelitian ini sesuai dengan penelitan Yosua dan Dul (2015). 
 
 
3.8. Teknik Analisis Data  
Dalam Penelitian ini untuk menganalisis data menggunkan program SPSS 23. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 
berganda yang digunakan untuk melihat pengruh hubungan antara mekanisme 
corporate governance dengan tingkat pengungkapan sukarela. Penelitian ini juga 
dilakukan dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi 
klasik dan pengujian hipotesis. 
3.8.1. Uji Regresi Linier Berganda 
Pengujian dalam peneletian ini dilakukan dengan analisis linier berganda, yaitu 
suatu metode statistik yang biasa digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel 
dependen dengan beberapa variabel independen. Dalam penelitian ini model regresi 
berganda yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 
VDIND = a + b 1 UDK + b2 DKI+ b3 KAU + b4 KINS + b5 SIZE + e 
Keterangan:  
VDIND  = tingkat pengungkapan sukarela 
Ln (Total Aset ) 
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a   = konstata 
b1 – b2  = koefisien regresi berganda 
UDK  = ukuran dewan komisaris 
DKI  = dewan komisais independen 
KAU  = komite audit 
KINS  = kepemilikan institusional  
SIZE   = ukuran perusahaan  
e   = eror  
3.8.2. Pengujian Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data memenuhi asumsi-
asumsi dasar. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari estimasi yang bias. 
Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalaah uji normalitas, uji 
autokorelasi,uji heteroskedastisitas dan uji multikolonieritas.  
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar 
maka uji statisik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji data 
yang terdistribusi normal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) (Ghozali, 
2016). 
 H0 : data residual berdistribusi normal 
 HA : data residual berdistribusi tidak normal 
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 Suatu regresi yang memiliki distribusi data residual normal apabila hasil uji K-
S memiliki tingkat signifiikansi lebih besar dari 0,05 (>0,05). 
2. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 
ada problem autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan 
sepanjang waktu berkaitan satu sama lainya. Untuk mengetahui ada korelasi atau 
tidak dapat diketahui melalui uji Runs Test. Model regresi yang baik adalah regresi 
yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016). 
a. Jika nilai Asymp sig (2 tailed) < 0,05 maka Ho ditolak, ini artinya terjadi gejala 
autokorelasi.  
b. Jika nilai Asymp sig (2 tailed) > 0,05 maka Ho diterima, ini artinya tidak terjadi 
gejala gejala autokorelasi.  
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji geteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 
maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.  Dalam 
penelitian ini menggunakan uji Glejser dengan meregresikan variabel-variabel bebas 
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terhadap nilai absolut residualnya. Residual adalah selisih antara observasi dengan 
nilai prediksi dan absolut adalah nilai mutlaknya (Ghozali, 2016). 
a. Jika signifikansi antara variabel bebas dengan absolut residual< 0,05 maka 
terjadi masalah heteroskedastisitas.  
b. Jika signifikansi antara variabel bebas dengan absolut residual < 0,05 maka 
tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.  
4. Uji Multikolonieritas  
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang 
ditemukan adanya korelasi antara variabel-variabel bebas (independen), model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel independen. Untuk 
mendeteksi adanya multikolonieritas dalam model regresi pada penelitian ini 
dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai 
cutoff yang digunakan adalah nilai tolerance atau sama dengan nilai VIF apabila hasil 
analisis menunjukan nilai toleranceditas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10, maka tidak 
terjadi multikolonieritas antar variabel didalam model regresi (Ghozali 2016). 
3.8.3. Uji Ketepatan Model  
1. Uji Determinasi (R2) 
Uji determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, pengujian ini dengan melihat 
nilai R Square (R
2
)  nilai koefisen determinasi adalah 0 sampai dengan 1 (Ghozali 
2016). 
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a. Jika nilai R2 yang kecil ini berarti kemampuan variabel-variabel independen 
dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 
b. Jika nilai R2 yang besar yaitu mendekati satu ini berarti variabel – variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel dependen.  
2. Uji F 
Uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-
sama terhada variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai 
probabilitas signifikansi (sig) F yang dibandingkan dengan batas signifikansi yang 
ditetapkan yaitu sebesar 5% atau 0,05 jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka 
secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 maka secara 
simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 
variabel terikat (Ghozali 2016). 
3.8.4. Pengujian Hipotesis 
Uji hipotesis dilakukan dengan Uji statistik t digunkan untuk mengetahui 
hubungan masing-masing variabel independen tadap variabel dependen. Uji statistik t 
pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
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Pengujian dilakukan dengan signifikansi level 0,05 (alpha = 5%) maka kriteria 
pengujian sebagai berikut. 
a. Jika signifikansi  < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). 
Ini berarti secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen.  
b. Jika signifikansi  > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 
signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  
BAB IV 
HASIL DAN ANALISIS DATA 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis data yang berhasil 
dikumpulkan, hasil pengolahan data, dan pembahasan dari pengolahan data tersebut. 
Urutan pembahasan secara sistematis adalah deskripsi umum hasil penelitian, 
pengujian asumsi klasik, analisis data berupa hasil analisis regresi, serta pembahasan 
tentang variabel  independen.  
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris 
mengenai pengaruh mekanisme corporate governance yang di proksikan dengan 
ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan 
institusional terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan sektor 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. 
Perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
keuangan artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan keuangan. Perusahaan 
perbankan atau usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, 
menyalurkan dana dan memberkan jasa bank lainya. Kegiatan menghimpun dan 
menyalurkan dana merupakan kegitan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank 
lainya hanya kegiatan pendukung.  
Penelitian ini menggunkan data dari  annual report perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan 
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sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan dengan 
memperhatikan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.  
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 29 perusahaan 
perbankan, setelah di olah menjadi 20 perusahaan dikarenakan uji F, uji Autokorelasi 
dan R
2 
yang tidak terpenuhi. Adapun perusahaan perbankan yang dijadikan sampel 
dalam penelitian ini yaitu: 
Tabel 4. 1 
Hasil Penentuan Sampel 
No  Kode Perusahaan 
1. AGRO Bank Rakyat Indonesia Argo Niaga Tbk 
2. BABP Bank MNC Internasional Tbk 
3. BBCA Bank Central Asia Tbk 
4. BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 
5. BBNP Bank Nusantara Parahyagan (Persero) Tbk 
6. BCIC Bank Danamon Indonesia Tbk 
7. BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 
8. BEKS Bank Ina Perdana Tbk 
9. BINA Bank Ina Perdana Tbk 
10. BKSW Bank Sinar Mas Tbk 
11. BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 
12. BNBA Bank Bumi Arta Tbk 
13. BSIM Bank Sinar Mas Tbk 
14. BSWD Bank of India Indonesia Tbk 
15. MAYA Bank Mayapada International Tbk 
16. MCOR Bank Sinar Mas Tbk 
17. NAGA Bank Mitraniaga Tbk 
18. NISP Bank OCBC NISP Tbk 
19. NOBU Bank Nationalnobu Tbk  
20. SDRA Bank Woor Saudar Indonesia 1906 Tbk 
 Sumber: Data diolah, 2018 
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 Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 perusahaan 
perbankan. Sedangkan jumlah data yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 80 
perusahaan selama 4 periode.  
4.2. Pengujian dan Analisis Data 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh antara mekanisme 
corporate governance yang di proksikan kedalam ukuran dewan komisaris, komisaris 
independen komite audit dan kepemilikan institusional terhadap tingkat 
pengungkapan sukarela. Laporan keuangan perusahaan sektor perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 hingga 2017 digunakan sebagai 
sumber data penelitian. 
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis deskriptif dilakukan untuk menginterpretasi hasil dari olah data 
menjadi sebuah kesimpulan serta menggambarkan maksud dari angka-angka yang 
tercantum di dalamnya. Nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi 
merupakan gambaran deskriptif data yang harus dijabarkan. Adapun hasil 
perhitungan deskriptif data terlihat pada tabel 4.2. 
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Tabel 4. 2 
Hasil Uji Deskriptif 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PS 80 39.286 67.857 52.57204 7.288438 
UDK 80 3.000 8.000 4.21250 1.375129 
DKI 80 .400 .750 .58873 .093877 
KAU 80 2.000 7.000 3.61250 .878632 
KIINS 80 9.890 99.997 74.54779 24.557945 
SIZE 80 1,892,362,149,
138.000 
810,396,630,000
,000.000 
70,106,060,345,0
57.58000 
165,856,230,19
2,122.500000 
Valid N 
(listwise) 
80     
Sumber: data diolah, 2018 
 Hasil tabel analisis deskriptif di atas menunjukan bahwa jumlah data yang 
diobservasi yaitu sebanyak 80 data yang diperoleh dari 20 perusahaan dikalikan 
dengan masa pengamatan selama 4 tahun yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2017. 
Adapun interpretasi dari tabel 4.2 yaitu sebagai berikut: 
1. Tingkat pengungkapan sukarela memiliki nilai minimum sebesar 39,286 
dimiliki oleh Bank Mitraniaga Tbk pada tahun 2014-2016 dan Bank Maspion 
Indonesia Tbk, Bank BumiArta Tbk pada tahun 2016 nilai maksimum sebesar 
67.857 dimiliki oleh Bank Central Asia Tbk pada tahun 2015 dan 2017. Nilai 
rata-rata tingkat pengungkapan sukarela yaitu 52,57204 dengan standar deviasi 
sebesar 7,288438. 
2. Nilai dari dewan komisaris merupakan jumlah keanggotaan dewan komisaris di 
dalam perusahaan sampel. Nilai minimum sebesar 3 dimiliki beberapa 
perusahaan seperti Bank MNC Internasional Tbk pada tahun 2014 – 2017, 
Bank Mutiara Tbk pada tahun 2014, Bank Ina Perdana pada tahun 2014 – 2017, 
Bank Sinarmas pada tahun 2014 – 2017, Bank Windu Kentjana International 
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Tbk pada tahun 2014 – 2015, Bank Mitraniaga Tbk pada tahun 2014 – 2017, 
Bank Nationalnobu Tbk pada tahun 2014 – 2016, Nilai maksimum sebesar 8 
dimiliki oleh Bank OCBC NISP Tbk pada tahun 2014-2017. Rata-rata sebesar 
4.21250 dengan standar deviasi 1.375129. 
3. proporsi komisaris independen diukur dengan menggunakan rasio. Nilai 
minimum sebesar 40% dimiki oleh bank Bank QNB Indonesia pada tahun 
2015-2016, dan Bank Mayapada Internasional pada tahun 2015-2016,  nilai 
maksimum sebesar 75% dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 
pada tahun 2017 dan Bank Himpunan Saudara 1906 pada tahun 2014-2017  
rata-rata sebesar .58873 dengan standard deviation .093877. 
4. Nilai dari komite audit merupakan jumlah anggota komite audit di dalam 
perusahaan sampel. Nilai minimum sebesar 2 dimiliki oleh Bank Rakyat 
Indonesia Agroniaga Tbk  pada tahun 2016. Nilai minimum sebesar 7 dimiliki 
oleh Bank Mutiara Tbk pada tahun 2016, rata-rata sebesar 3.61250 dengan 
standar deviation sebesar .878632. 
5. Kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 9.890 dimiliki oleh 
Bank Mitraniaga Tbk pada tahun 2014-2016, nilai minimum sebesar 99.997 
dimiliki oleh perusahaan Bank Mutiara Tbk pada tahun 2016-2017. Rata-rata 
sebesar 30.36824 dengan standar deviation sebesar 1.510569. 
6. Size memiliki nilai minimum sebesar 1,892,362,149,138.000 dimiliki bank 
Mitra Niaga Tbk pada tahun 2014 nilai maksimum sebesar 
810,396,630,000,000.000 dimiiki oleh bank of India Indonesia Tbk pada tahun 
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2015 rata-rata sebesar 70,106,060,345,057.58000 dengan standar deviation 
sebesar 165,856,230,192,122.500000. 
4.2.2. Uji Asumsi Klasik 
Dalam pengujian penelitian digunakan model statistik parametrik sehingga 
sebelum analisis data diperlukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum dilakukan 
pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendapatkan estimasi serta 
kesimpulan yang lebih tepat dalam peneliitian. Uji asumsi klasik di anggap penting, 
karena untuk mengetahui terpenuhinya syarat-syarat digunakan regresi berganda. 
Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji 
autokorelasi, uji heteroskedastistas dan uji multikolonieritas, adapun hasil uji asumsi 
klasik dalam penelitian yaitu sebagai berikut : 
1. Uji Normalitas  
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah suatu residual di dalam sebuah 
persamaan regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dalam 
penelitian ini di lakukan dengan menggunakan uji statistic non parametrik 
kolmogrov-smirnov (K-S). Data dikatakan terdistribusi secara normal apabila nilai 
asymp. Sig (2-tailed) lebih dari 0,05 (Ghozali, 2016). Adapun hasil uji normalitas 
dalam penelitian ini di tampilkan tabel 4.3. 
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Tabel 4. 3 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 80 
Normal Parameters
a,b
 Mean .0000000 
Std. Deviation 5.88752667 
Most Extreme Differences Absolute .097 
Positive .042 
Negative -.097 
Test Statistic .097 
Asymp. Sig. (2-tailed) .059
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
Sumber: data diolah, 2018 
Tabel 4.3 menunjukan bahwa besarnya nilai Tes Statistic Kolmogorov-Smirnov 
adalah 0,97 dengan nilai signifikans  0,059  nilainya di atas 0,05 hal ini berarti data 
dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.  
2. Uji Autokorelasi  
Pengujian autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi 
terdapat korelasi kesalahan pengganggu pada periode pengujian terhadap kesaalahan 
pengganggu pada periode sebelumnya. Pengujian autokorelasi ini dilakukan denggan 
menggunakan uji non parametric runs test. Apabila nilai asymp. sig (2-tailed) lebih 
besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data bersifat acak dan tidak terjadi 
autokorelasi. Adapun hasil pengujian autokorelasi ditampilkan di dalam tabel 4.4  
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Tabel 4. 4 
Hasil Uji Runs Tes 
Runs Test 
 
Unstandardized 
Residual 
Test Value
a
 .08247 
Cases < Test Value 40 
Cases >= Test Value 40 
Total Cases 80 
Number of Runs 35 
Z -1.350 
Asymp. Sig. (2-tailed) .177 
a. Median 
   Sumber: data diolah, 2018 
 Hasil pengujian di atas memperlihatkan bahwa besarnya test value yaitu 
0,08247 dengan tingkat signifikansi 0,177 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. 
Maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat acak dan tidak terjadi autokorelasi. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah di dalam suatu 
model regresi terdapat sebuah ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan lainya. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan uji glejser. Uji glejser ini dilakukan dengan cara mengabsolutkan 
dependenya. Data dikatakan tidak terjadi heteroskedatisitas apabila nilai 
signifikansinya lebih 0,05 (Ghozali, 2016). Adapun hasil pengujian 
heteroskedastisitas ditampilkan dalam tabel 4.5 
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Tabel 4. 5 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -2.890 9.931  -.291 .772 
UDK -.010 .370 -.004 -.028 .978 
DKI 7.118 4.781 .207 1.489 .141 
KAU -.459 .450 -.125 -1.020 .311 
KINS .025 .017 .191 1.498 .138 
SIZE 
.113 .309 .053 .365 .716 
a. Dependent Variable: ABS 
Sumber: data diolah, 2018 
 
 Berdasarkan hasil di atas maka dapat terlihat bahwa seluruh variabel 
independen memiliki tingkat signifikansi lebih dari 0,05. Maka dapat dijelaskan 
bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas atau data bersifat homokedastisitas 
dimana nilai variance dari residual bersifat tetap.   
4. Uji Multikolnieritas 
Pengujian multikolnieritas dilakukan untuk menguji apakah di dalam suatu 
persamaan regresi terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independen. 
Pengujian multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF dan tollerance. 
Adapun hasil multikolonieritas ditampilkan dalam tabel 4.6 
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Tabel 4. 6 
Hasil Uji Multikolnieritas 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collinearity Statistics 
B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -45.518 18.586  -2.449 .017   
UDK -1.866 .692 -.352 -2.694 .009 .517 1.935 
DKI -3.233 8.948 -.042 -.361 .719 .664 1.506 
KAU .332 .841 .040 .394 .695 .857 1.167 
KINS .058 .031 .197 1.862 .067 .789 1.268 
SIZE 
3.369 .578 .698 5.830 .000 .615 1.626 
a. Dependent Variable: PS 
Sumber: Data diolah, 2018 
 Berdasarkan hasil pengujian di atas maka dapat terlihat bahwa data tidak 
mengalami multikolnieritas. Hal tersebut terlihat dari nilai VIF masing-masing 
variabel tidak ada yang melebihi 10 dan nilai tollerance tidak ada yang kurang dari 
0,1. Maka dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat hubungan atau korelasi diantara 
variabel independen. 
4.2.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji statistic F  
Uji F digunakan untuk menguji variabel independen secara simultan terhadap 
variabel independen (Ghozali, 2016). Untuk menguji variabel independen digunakan 
uji F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 
Pengujian dengan pengamatan nilai signifikansi F < 0,05 yang berarti variabel 
independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen  F > 0,05 yang 
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berarti variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 
dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.7  
Tabel 4. 7 
Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1458.210 5 291.642 7.881 .000
b
 
Residual 2738.375 74 37.005   
Total 4196.585 79    
a. Dependent Variable: PS 
b. Predictors: (Constant), SIZE, KAU, KINS, DKI, UDK 
Sumber: data diolah, 2018 
 Berdasarkan uji F yang telah dilakukan dengan hasil seperti pada tabel 4.8 
menunjukan bahwa nilai F hitung dengan nilai sig sebesar 0,000. Hal ini menandakan 
bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pengungkapan 
sukarela karena nilai sig < (α = 5% ). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen secara simultan terhadap 
pengungkapan sukarela. 
2.  Koefisien Determinasi (R2) 
Uji Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2016). Berikut 
hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4. 8 
Hasil Uji Determinasi 
Sebelum Variabel Pengendali  
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 
.158
a
 .025 -.010 8.197550 
a. Predictors: (Constant), KINS, KAU, DKI, UDK 
b. Dependent Variable: PS 
Sumber: data diolah, 2018 
Tabel 4. 9 
Hasil Uji Determinasi 
Setelah Variabel Pengendali 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .589
a
 .347 .303 6.083179 
a. Predictors: (Constant), SIZE, KAU, KINS, DKI, UDK 
b. Dependent Variable: PS 
Sumber: data diolah, 2018 
  
 Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas diketahui nilai adjusted R
2 
sebelum terdapat variabel pengendali 
 
sebesar -0,010 hal ini membuktikan bahwa 
variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar -1% dan sisanya 
99% dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian setelah terdapat variabel pengendali 
nilai adjusted R
2
 yaitu sebesar 0,303 hal ini membuktikan bahwa variabel independen 
dan variabel kontrol mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 30,3 % dan 
sisanya 69,7% dijelaskan oleh variabel lain. 
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4.2.4. Analisis Regresi Berganda 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda digunakan untuk menguji 
pengaruh variabel independen terhdap variabel dependen. Dalam penelitian ini 
pengujian regresi dilakukan untuk menguji hubungn antara mekanisme corporate 
governance yang diproksikan kedalam ukuran dewan komisaris, komisaris 
independen, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap tingkat 
pengungkapaan sukarela. Adapun hasil analisis regresi berganda ditampilkan dalam 
tabel 4.10 
Tabel 4. 10 
Hasil Uji Regresi Berganda 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -45.518 18.586  -2.449 .017 
UDK -1.866 .692 -.352 -2.694 .009 
DKI -3.233 8.948 -.042 -.361 .719 
KAU .332 .841 .040 .394 .695 
KINS .058 .031 .197 1.862 .067 
SIZE 3.369 .578 .698 5.830 .000 
a. Dependent Variable: PS 
Sumber: Data diolah, 2018 
 
 Berdasarkan hasil uji regresi berganda yang ditampilkan oleh tabel 4.10 maka 
persamaan regresi linier berganda dapat ditulis sebagaai berikut: 
Y = 45,518  - 1,866 X1 -3,233 X2 + 0,332 X3 + 0,058X4 +3,369X5 
 Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut, maka dapat di 
interprestasikan sebagai berikut: 
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1.  Nilai konstanta sebesar 45,518 hal ini menunjukan bahwa jika variabel 
independen dianggap konstan (0) maka nilai variabel dependen sebesar 45,518. 
2. Koefisien regresi ukuran dewan komisaris sebesaar -1,866 hal ini menunjukan 
apabila dewan komisaris pada suatu perusahaaan bertambah 1 (satu) orang, 
maka nilai pengungkapan sukarela juga akan bertambah -1,866. 
3. Koefisien regresi proporsi komisaris independen yaitu sebesar 0,332 nilai 
tersebut menunjukan apabila nilai proporsi komisaris independen ditambah 1 
maka nilai pengungkapan sukarela bertambah sebesar 0,332. 
4.  Koefisien regresi komite audit sebesar 0,058 hal ini menunjukan apabila komite 
audit pada suatu perusahaan bertambah 1 (satu) orang maka nilai pengungkapan 
sukarela juga akan bertambah sebesar 0,058. 
5. Koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar 3,369. Nilai ini menunjukan 
bahwa setiap variabel kepemilikn institusional ditambahkan 1 maka akan 
meningkatkan nilai kepemilikan institusional sebesar 3,369. 
6. Koefisien Size sebesar 3,369  hal ini menunjukan bahwa setiap variabel size 
ditambah 1 maka akan meningkatkan nilai size sebesar 3,369. 
4.2.5. Uji Statistik t 
Uji statistik t menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 
secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujian yang 
digunakan dengan membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan signifikan 
yang telah ditentukan yaitu 0,05 atau dengan tingkat toleransi alpha 0,10. Apabila 
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nilai signifikan < 0,05 atau alpha < 0,10 maka variabel dependen secara signifikan 
atau hipotesis diterima (Ghozali, 2016). Adapun hasil uji statistik t ditampilkan pada 
tabel 4.11. 
Tabel 4. 11 
Hasil Uji Statistik t 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constan
t) 
-45.518 18.586  -2.449 .017 
UDK -1.866 .692 -.352 -2.694 .009 
DKI -3.233 8.948 -.042 -.361 .719 
KAU .332 .841 .040 .394 .695 
KINS .058 .031 .197 1.862 .067 
SIZE 3.369 .578 .698 5.830 .000 
a. Dependent Variable: PS 
Sumber: Data diolah, 2018 
 
 Dari tabel di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa: 
1. Variabel independen pertama yaitu, ukuran dewan komisaris menunjukan nilai 
signifikansi sebesar 0,009. Hal ini menunjukkan bahwa signifikansi ukuran 
dewan komisaris < 0,05. Sehingga variabel independen yaitu ukuran dewan 
komisaris  berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat 
pengungkapan sukarela. Sehingga H1 dalam penelitian ini diterima. 
2. Variabel independen kedua yaitu dewan komisaris independen menunjukkan 
nilai signifikansi sebesar 0,719. Hal ini menunjukan bahwa signifikansi lebih 
dari 0,05 (> 0,05). Sehingga variabel independen yaitu komisaris independen 
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat 
pengungkapan sukarela. Sehingga H2 dalam penelitian ini ditolak.  
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3. Variabel independen ketiga yaitu komite audit menunjukan nilai signifikansi 
sebesar 0,695. Hal ini menunjukan bahwa signifikansi lebih dari 0,05 (> 0,05). 
Sehingga variabel independen yaitu komite audit tidak berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan sukarela. Sehingga H3 
dalam penelitian ini ditolak. 
4. Variabel independen keempat yaitu kepemilikan institusional menunjukan nilai 
signifikansi sebesar 0,067. Hal ini menunjukan bahwa signifikansi lebih kecil 
dari 0,05 (< 0,05). Sehingga variabel independen yaitu kepemilikan 
institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen 
yaitu tingkat pengungkapan sukarela. Sehingga H4 dalam penelitian ini ditolak. 
4.3. Analisis dan Pembahasan  
4.3.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan 
Sukarela 
Berdasarkan hasil uji statistik t diketahui bahwa ukuran dewan komisaris 
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan penelitian Aniroh Sulung (2012) yang membuktikan bahwa ukuran dewan 
komisaris dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela.  
Aniroh Sulung (2012) menyatakan ketika proporsi dewan komisaris kecil maka 
akan semakin mudah untuk memonitor dan melakukan pengawasan. Jika jumlah 
dewan komisaris pada suatu perusahaan besar ada kecenderungan akan di iringi 
penurunan jumlah pengungkapan informasi perusahaan hal ini disebabkan karena 
jumlah dewan komisaris yang terlalu besar di anggap kurang efektif dalam 
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memonitor dan melaukan pengawasan terhadap manajemen karena sulit untuk 
berkomunikasi dan berkoordinasi dari masing-masing anggota dewan itu sendiri  
dalam pengambilan keputusan yang berguna bagi perusahaan. 
Rahardja dan Afnan (2014) Menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris yanag 
kecil lebih efektif dalam melakukan tindakan pengwasan dan lebih mudah dalam 
memonitor manajemen, sehingga pihak manajemen akan semakin terdesak untuk 
mengungkapakan informasi yang lebih luas salah satu cara yang dilakukan adalah 
memberikan informasi tambahan atau pengungkapan sukarela pada laporan keuangan 
perusahaan, sehingga keberadaan dewan komisaris berpengaruh terhadap 
pengungkapan sukarela. 
4.3.2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan 
Sukarela  
Berdasarkan hasil uji statistik t diketahui bahwa dewan komisaris independen 
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian Rafifah dan Ratmono (2015), riznawaty (2013)  Gantyowati dan Nugraheni 
(2014) dan Immanuel dan Muid (2015) membuktikan bahwa komisaris independen 
tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela.  
Paramita dan Marsono (2014) Menyatakan besar kecilnya proporsi komisaris 
independen tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan 
perusahaan, komisaris independen tampaknya tidak mempengaruhi pengambilan 
keputusan, sebab komisaris independen tidak terlibat dalam operasional rutin 
perusahaan, sehingga kemampuan komisaris independen dalam rangka memonitoring 
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juga akan terbatas apabila pihak-pihak yang terafiliasi mendominasi dan 
mengendalikan dewan komisaris. 
Fatmawati dan Dessy (2017) menyatakan Penunjukan komisaris independen 
yang berasal dari eksternal perusahaan kurang memiliki pemahaman dalam 
menangani masalah–masalah khusus yang dihadapi perusahaan. Sehingga keberadaan 
dewan komisaris independen kurang efektif dalam menjalankan tugasnya. Atau dapat 
dikatakan komisaris independen dalam perusahaan hanyalah sebagai formalitas untuk 
mengikuti peraturan yang berlaku sehingga keberadaan komisaris independen tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 
4.3.3. Pengaruh Komite Audit  Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela  
Berdasarkan hasil uji statistik t diketahui bahwa komite audit tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Poulan dan 
Nugroho (2015) yang membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap 
tingkat pengungkapan sukarela .hal tersebut menunjukan bahwa keberadaan komite 
audit tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela.  
Komite audit hanya bertugas untuk melakukan penelaahan atas informasi 
keuangan dan akuntansi yang akan dikeluarkan perusahaan, tetapi tidak terlibat atas 
penyelesaian masalah yang dihadapi perusahaan. Atau bisa dikatakan komite audit 
bertugas hanya untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan 
perusahaan dan menelaah hasil informasi yang diberikan perusahaaan apakah sudah 
sesuai dengan standar akuntansi  (Gabriela dan yeterni, 2015).  
64 
 
 
 
Poulan dan Nugroho (2015) menjelaskan Perusahaan yang telah memiliki 
komite audit, tetapi bila mereka tidak mempunyai keahlian di bidang financial atau 
akuntansi maka kemungkinan besar mereka juga tidak akan mampu menghadapi 
kompleksitas pelaporan keuangaan, dengan kata lain keberadaan komite audit tidak 
efektif dalam melakukan pengawasan dengan demikian keberadaan komite audit 
tidak berpengaruh terhadap tingkat penngungkapan sukarela. 
4.3.4. Pengaruh Kepemilikan Intitusional Terhadap Tingkat Pengungkapan 
Sukarela  
Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa kepemilikikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hasil ini sesuai dengan 
penelitian Poulan dan Nugroho (2015), Gantyowati,Nugraheni (2014) dan Immanuel 
dan Muid, (2015) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela. 
Immanuel dan Muid (2015) menjelaskan bahwa pihak institusi sebagai 
pemegang saham mayoritas menganggap bahwa pengungkapan sukarela bukan 
menjadi hal yang wajib untuk dilakukan, pihak institusi menganggap bahwa hal yang 
wajib dilaporkan hanyalah laporan keuangan, sebagai pemenuhan terhadap peraturan 
yang berlaku.  
Pihak Institusi pada hakikatnya tidak melakukan pengawasan penuh terhadap 
perusahaan sehingga manajer dapat mengambil keputusan yang lebih leluasa dalam 
pengelolaan perusahaan, kepemilikan institusional dimungkinkan tidak terlalu 
memperhatikan tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan dan hanya 
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menggunakan hasil akhir pada laporan keuangan (Musaffa, 2017) dengan demikian 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris, 
komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap tingkat 
pengungkapan suukarela. Maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 
sukarela. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari 
0,05 karena  ukuran dewan komisaris yang kecil lebih efektif atau lebih mudah 
dalam melakukan tindakan pengwasan. 
2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 
sukarela. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifkansi 0,719 lebih besar dari 
0,05 karena penunjukan komisaris independen tidak berdasarkan komptensi 
tetapi terkadang berdasarkan penghargaan yang diperoleh sehingga tidak efektif 
dalam menjalankan tugasnya.  
3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hal 
ini ditujukkan dengan nilai signifikansi 0,695  lebih besar dari 0,05 Karena 
tidak semua anggota komite audit memiliki kemampuan dan keahlian  dalam 
bidang financial dan akuntansi.  
4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 
sukarela. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,067 lebih besar dari 
0,05 karena pihak institusi tidak terlalu memperhatikan tingkat pengungkapan 
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yang dilakukan perusahaan dan hanya menggunakan hasil akhir pada laporan 
keuangan. 
5.2.  Keterbatasan Penelitian 
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2017 sehingga belum bisa 
menggambarkan keadaan tingkat pengungkapan sukarela di Indonesia yang 
sesungguhnya. 
2. Sampel yang digunakan yaitu sebesar 29 perusahaan perbankan saja. 
3. Terdapat variabel lain yang lebih bisa mempengaruhi besarnya tingkat 
pengugkapan sukarela.  
5.3. Saran-saran 
Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas maka penulis mengajukan beberapa 
saran untuk penelitian selanjutnya. 
1. Pada penelitian selanjutnya lebih baik apabila jangka waktu dan sampel dari 
pengamatan ditambah agar lebih terlihat pengaruhnya. 
2. Menggunakan variabel independen lain yang mungkin lebih bisa 
mendeskripsikan tingkat pengungkapan sukarela. 
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Lampiran 1 Perhitungan pengungkapan sukarela tahun 2014 
 
Kode 
 
Daftar Item - Item Pengungkapan Sukarela PS: 
Q/S*100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
ARGO 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 50.000 
BABP 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 60.714 
BACA 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 50.000 
BBCA 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 57.143 
BBMD 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 64.286 
BBNP 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 50.000 
BBYB 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 64.286 
BCIC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
BDMN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 57.143 
BEKS 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 57.692 
BINA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 42.857 
BKSW 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 57.143 
BMAS 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 57.143 
BNBA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 42.857 
BNGA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 39.286 
BNLI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 75.000 
BSIM 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 64.286 
BSWD 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 50.000 
BTPN 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 67.857 
BVIC 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 67.857 
INPC 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 67.857 
MAYA 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
MCOR 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
MEGA 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 32.143 
NAGA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 39.286 
NISP 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 57.143 
NOBU 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 57.143 
PNBS 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 50.000 
SDRA 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 50.000 
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Lampiran 2 Perhitungan pengungkapan sukarela tahun 2015 
Kode 
Daftar Item - Item Pengungkapan Sukarela PS: 
Q/S*100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
ARGO 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 60.714 
BABP 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
BACA 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 35.714 
BBCA 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 67.857 
BBMD 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 53.571 
BBNP 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
BBYB 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 53.571 
BCIC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
BDMN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 57.143 
BEKS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 46.429 
BINA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 42.857 
BKSW 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 60.714 
BMAS 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 42.857 
BNBA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 42.857 
BNGA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 39.286 
BNLI 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
BSIM 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 60.714 
BSWD 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 50.000 
BTPN 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 50.000 
BVIC 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 57.143 
INPC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
MAYA 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
MCOR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 46.429 
MEGA 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 46.429 
NAGA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 39.286 
NISP 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 42.857 
NOBU 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 57.143 
PNBS 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 57.143 
SDRA 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 60.714 
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Lampiran 3 Perhitungan pengungkapan sukarela tahun 2016 
Kode 
Daftar Item - Item Pengungkapan Sukarela PS: 
Q/S*100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
ARGO 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 60.714 
BABP 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
BACA 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 35.714 
BBCA 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 64.286 
BBMD 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 57.143 
BBNP 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
BBYB 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 60.714 
BCIC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
BDMN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
BEKS 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 50.000 
BINA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 42.857 
BKSW 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 57.143 
BMAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 39.286 
BNBA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 39.286 
BNGA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 39.286 
BNLI 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
BSIM 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 60.714 
BSWD 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 50.000 
BTPN 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 50.000 
BVIC 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
INPC 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
MAYA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 50.000 
MCOR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 46.429 
MEGA 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 46.429 
NAGA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 39.286 
NISP 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 46.429 
NOBU 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 57.143 
PNBS 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 57.143 
SDRA 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 61.538 
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Lampiran 4 Perhitungan pengungkapan sukarela tahun 2017 
Kode 
Daftar Item - Item Pengungkapan Sukarela PS: 
Q/S*100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
ARGO 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 60.714 
BABP 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 60.714 
BACA 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 46.429 
BBCA 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 67.857 
BBMD 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
BBNP 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 57.143 
BBYB 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 46.429 
BCIC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
BDMN 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
BEKS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 46.429 
BINA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 42.857 
BKSW 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 60.714 
BMAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 42.857 
BNBA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 50.000 
BNGA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 39.286 
BNLI 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 50.000 
BSIM 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 57.143 
BSWD 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 50.000 
BTPN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 46.429 
BVIC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 50.000 
INPC 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 53.571 
MAYA 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 53.571 
MCOR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 46.429 
MEGA 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 50.000 
NAGA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 42.857 
NISP 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 42.857 
NOBU 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 57.143 
PNBS 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 50.000 
SDRA 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 61.538 
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Lampiran 5 Item-item Pengungkapan Sukarela 
No Item pengungkapan 
1. Deskripsi tentang produk atau jasa utama yang dihasilkan perusahaan 
2. Statement/ Uraian tujuan dan atau strategi persahaan secara umum 
3. Statement/ Uraian tujuan dan atau strategi persahaan aspek pemasaran 
4. Statement/ Uraian tujuan dan atau strategi persahaan aspek financial  
5. Statement/ Uraian tujuan dan atau strategi persahaan aspek sosial 
6.  Uraian dampak strategi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang dan /  atau 
masa yang akan datang 
7. Informasi mengenai nilai tambah dapat secara kualitatif atau kuantitatif 
8. Penjelasan dampak inflasi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang dan atau 
masa yang akan datang 
9. Diskripsi kinerja pemasaran secara kualitatif atau kuantitatif: (i) analisis 
pangsa pasar, (ii) analisis pesaing) 
10. Deskripsi distribusi, yaitu mengenai jaringan pemasaran barang dan jasa 
perusahaan 
11. Uraian perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai dengan yang 
ditargetkan. 
12. Peramalan (proyeksi) penjualan atau market share dapat secara kualitatif 
atau kuantitatif 
13. Peramalan cash flow dapat secara kualitatif atau kuantitatif 
14. Diskripsi kegiatan riset dan pengembangan dapat meliputi (i) kebijakan (ii) 
lokasi aktivitas (iii) jumlah personal yang dilibatkan (iv) hasil yang 
dicapai/diharapkan 
15. Uraian mengenai kegiatan investasi atau pengeluaran modal yang telah dan 
atau yang akan dilaksanakan 
16. Deskripsi prospek bisnis perusahaan kedepan dalam kaitanya dengan 
kondisis ekonomi, industri, pasar (lokal, regional, internasional) dapat secara 
kualitatif atau kuantitatif 
17. Jumlah karyawan 
18. Rincian pegawai menurut bidang pekerjaan / kompetensi 
19. Pelatihan (training) pegawai 
20. Kompensasi dan upah minimum pegawai 
21. Jaminan sosial tenaga kerja 
22. Dana pensiun karyawan 
23. Statement kebijakan perusahaan mengenai kesempatan yang sama terhadap 
karyawan tanpa memandang suku, agama, dan ras 
Tabel berlanjut… 
 
77 
 
 
 
Lanjutan tabel… 
No  Item pengungkapan sukarela  
24.  Uraian kondisi mengenai kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan 
kerja. 
25. Perubahan jumlah pegawai, penjelasan mengenai perubahan jumlah pegawai 
26. Penghargaan (reward) prestasi kerja 
27. Jaminan kualitas produk 
28. Sertifikat produk tingkat nasional, internasional  
Sumber: Nuryaman, 2009 
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Lampiran 6 Perhitungan ukuran dewan komisaris dan komite audit 2014-2017 
Perusahaan  Tahun UDK KAU Perusahaan  Tahun UDK KAU 
ARGO 2014 5 3 BNGA 2014 6 2 
  2015 4 3   2015 8 6 
  2016 4 2   2016 5 9 
  2017 4 3   2017 9 4 
BABP 2014 3 3 BNLI 2014 8 3 
  2015 3 3   2015 8 3 
  2016 3 4   2016 8 4 
  2017 3 4   2017 8 3 
BACA 2014 3 3 BSIM 2014 3 4 
  2015 3 3   2015 3 3 
  2016 3 3   2016 3 3 
  2017 2 3   2017 3 3 
BBCA 2014 5 3 BSWD 2014 7 5 
  2015 5 3   2015 4 3 
  2016 4 3   2016 5 3 
  2017 5 3   2017 4 3 
BBMD 2014 4 4 BTPN 2014 6 4 
  2015 4 3   2015 6 3 
  2016 4 3   2016 5 4 
  2017 4 3   2017 5 5 
BBNP 2014 4 3 BVIC 2014 3 3 
  2015 4 3   2015 4 4 
  2016 4 5   2016 5 5 
  2017 4 3   2017 4 4 
BBYB 2014 4 4 INPC 2014 5 3 
  2015 4 4   2015 6 6 
  2016 4 4   2016 7 4 
  2017 4 4   2017 6 5 
BCIC 2014 3 6 MAYA 2014 5 3 
  2015 4 4   2015 5 3 
  2016 5 7   2016 5 3 
  2017 6 5   2017 6 3 
 Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel… 
Perusahaan  Tahun UDK KAU Perusahaan  Tahun UDK KAU 
BDMN 2014 6 5 MCOR 2014 3 3 
  2015 7 5   2015 3 3 
  2016 7 5   2016 4 3 
  2017 4 3   2017 4 4 
BEKS 2014 4 3 MEGA 2014 4 3 
  2015 4 3   2015 4 3 
  2016 5 4   2016 4 3 
  2017 4 3   2017 5 3 
BINA 2014 3 4 NAGA 2014 3 3 
  2015 3 4   2015 3 3 
  2016 3 4   2016 3 3 
  2017 3 4   2017 3 3 
BKSW 2014 6 3 NISP 2014 8 4 
  2015 5 3   2015 8 4 
  2016 5 3   2016 8 3 
  2017 6 3   2017 8 4 
BMAS 2014 3 5 NOBU 2014 3 4 
  2015 3 5   2015 3 4 
  2016 3 4   2016 3 4 
  2017 3 4   2017 4 5 
BNBA 2014 3 3 PNBS 2014 3 3 
  2015 3 3   2015 3 3 
  2016 3 3   2016 4 3 
  2017 3 3   2017 4 3 
    
SDRA 2014 4 3 
    
  2015 4 4 
    
  2016 4 5 
    
  2017 4 4 
Keterangan: 
UDK : Ukuran Dewan Komisais 
KAU : Komite Audit 
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Lampiran 7 Perhitungan komisaris independen 
Perusahaan  Tahun  UDK KI 
DKI  
(UDK/KI) 
ARGO 2014 5 3 0.500 
 
2015 4 2 0.500 
 
2016 4 2 0.500 
 
2017 4 3 0.750 
BABP 2014 3 2 0.600 
 
2015 3 2 0.600 
 
2016 3 2 0.600 
 
2017 3 2 0.600 
BACA 2014 3 2 0.600 
 
2015 3 2 0.600 
 
2016 3 2 0.600 
 
2017 2 1 0.500 
BBCA 2014 5 3 0.600 
 
2015 5 3 0.600 
 
2016 4 2 0.500 
 
2017 5 3 0.600 
BBMD 2014 4 2 0.500 
 
2015 4 2 0.500 
 
2016 4 2 0.500 
 
2017 4 2 0.500 
BBNP 2014 4 2 0.500 
 
2015 4 2 0.500 
 
2016 4 2 0.500 
 
2017 4 2 0.500 
BBYB 2014 4 2 0.500 
 
2015 4 2 0.500 
 
2016 4 2 0.500 
 
2017 4 2 0.500 
BCIC 2014 3 2 0.600 
 
2015 4 2 0.500 
 
2016 5 3 0.600 
 
2017 6 3 0.500 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel… 
Perusahaan Tahun UDK KI 
DKI  
(UDK/KI) 
BDMN 2014 6 3 0.500 
  2015 7 4 0.571 
  2016 7 4 0.571 
  2017 4 2 0.500 
BEKS 2014 4 2 0.500 
  2015 4 2 0.500 
  2016 5 3 0.600 
  2017 4 2 0.500 
BINA 2014 3 2 0.667 
  2015 3 2 0.667 
  2016 3 2 0.667 
  2017 3 2 0.667 
BKSW 2014 6 3 0.500 
  2015 5 2 0.400 
  2016 5 2 0.400 
  2017 6 3 0.500 
BMAS 2014 3 2 0.667 
  2015 3 2 0.667 
  2016 3 2 0.667 
  2017 3 2 0.667 
BNBA 2014 3 2 0.667 
  2015 3 2 0.667 
  2016 3 2 0.667 
  2017 3 2 0.667 
BNGA 2014 8 4 0.500 
 
2015 8 2 0.250 
 
2016 5 2 0.400 
 
2017 9 2 0.222 
BNLI 2014 8 4 0.500 
  2015 8 4 0.500 
  2016 8 4 0.500 
  2017 8 4 0.500 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel … 
Perusahaan Tahun UDK KI 
DKI 
 (UDK/KI) 
BSIM 2014 3 2 0.667 
  2015 3 2 0.667 
  2016 3 2 0.667 
  2017 3 2 0.667 
BSWD 2014 7 5 0.714 
  2015 4 2 0.500 
  2016 5 3 0.600 
  2017 4 2 0.500 
BTPN 2014 6 3 0.500 
  2015 6 3 0.500 
  2016 5 3 0.600 
  2017 5 3 0.600 
BVIC 2014 3 2 0.667 
  2015 4 3 0.750 
  2016 5 3 0.600 
  2017 4 2 0.500 
INPC 2014 5 2 0.400 
  2015 6 3 0.500 
  2016 7 4 0.571 
  2017 6 5 0.833 
MAYA 2014 5 3 0.600 
  2015 5 2 0.400 
  2016 5 2 0.400 
  2017 6 3 0.500 
MCOR 2014 3 2 0.667 
  2015 3 2 0.667 
  2016 4 3 0.750 
  2017 4 2 0.500 
MEGA 2014 4 2 0.500 
  2015 4 2 0.500 
  2016 4 2 0.500 
  2017 5 2 0.400 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel… 
Perusahaan Tahun UDK KI 
DKI  
(UDK/KI) 
NAGA 2014 3 2 0.667 
  2015 3 2 0.667 
  2016 3 2 0.667 
  2017 3 2 0.667 
NISP 2014 8 4 0.500 
  2015 8 4 0.500 
  2016 8 4 0.500 
  2017 8 4 0.500 
NOBU 2014 3 2 0.667 
  2015 3 2 0.667 
  2016 3 2 0.667 
  2017 6 4 0.667 
PNBS 2014 3 2 0.667 
  2015 3 2 0.667 
  2016 4 2 0.500 
  2017 4 2 0.500 
SDRA 2014 4 3 0.750 
  2015 4 3 0.750 
  2016 4 3 0.750 
  2017 4 3 0.750 
 
Keterangan : 
DK : Dewan komisaris 
KI : Komisaris independen 
DKI :  Dewan komisaris independen 
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Lampiran 8 Perhitungan kepemilikan institusional  
Perusahaan Tahun 
saham 
institusional saham beredar 
kepemilikan 
institusional 
ARGO 2014 7,037,227,337 7,450,781,177 94.450 
  2015 11,058,449,293 11,479,715,698 96.330 
  2016 14,453,776,056 15,325,711,820 94.311 
  2017 16,623,058,801 17,912,537,958 92.801 
BABP 2014 6,803,684,556 15,032,327,068 45.260 
  2015 13,110,889,802 19,129,563,072 68.537 
  2016 12,693,590,802 20,581,465,247 61.675 
  2017 11,464,053,122 21,261,473,347 53.919 
BACA 2014 1,657,635,000 6,397,416,110 25.911 
  2015 2,915,135,000 6,404,528,162 45.517 
  2016 2,349,480,000 7,037,943,495 33.383 
  2017 2,349,480,000 7,039,500,962 33.376 
BBCA 2014 11,625,990,000 24,655,010,000 47.155 
  2015 11,625,990,000 24,655,010,000 47.155 
  2016 11,625,990,000 24,655,010,000 47.155 
  2017 13,545,990,000 24,655,010,000 54.942 
BBMD 2014 731,604,000,000 818,018,000,000 89.436 
  2015 731,604,000,000 818,018,000,000 89.436 
  2016 731,604,000,000 818,018,000,000 89.436 
  2017 731,604,000,000 818,018,000,000 89.436 
BBNP 2014 577,735,160 676,833,882 85.358 
  2015 554,773,223 676,833,882 81.966 
  2016 583,581,223 676,833,882 86.222 
  2017 583,581,223 676,833,882 86.222 
BBYB 2014 135,356,000,000 221,516,000,000 61.104 
  2015 160,414,830,000 251,516,000,000 63.779 
  2016 315,491,557,000 420,001,469,000 75.117 
  2017 160,414,830,000 251,516,000,000 63.779 
BCIC 2014 793,200,325,675 801,212,450,177 99.000 
  2015 793,200,325,675 801,212,450,177 99.000 
  2016 901,184,100,000 901,212,450,177 99.997 
  2017 1,001,184,100,000 1,001,212,450,177 99.997 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel… 
Perusahaan Tahun saham institusional saham beredar 
kepemilikan 
institusional 
BDMN 2014 7,107,837,960 9,584,643,365 74.159 
 
2015 7,110,358,860 9,584,643,365 74.185 
 
2016 7,087,777,795 9,584,643,365 73.949 
 
2017 6,980,795,610 9,584,643,365 72.833 
BEKS 2014 9,882,982,616 10,755,117,153 91.891 
 
2015 9,882,982,616 10,755,117,153 91.891 
 
2016 44,922,317,813 64,109,430,357 70.071 
 
2017 36,842,847,715 64,109,430,357 57.469 
BINA 2014 420,000,000 2,100,000,000 20.000 
 
2015 1,210,000,000 2,100,000,000 57.619 
 
2016 2,589,576,720 2,725,000,000 95.030 
 
2017 2,589,576,720 2,725,000,000 95.030 
BKSW 2014 7,898,409,502 8,757,145,997 90.194 
 
2015 7,946,121,420 8,757,145,997 90.739 
 
2016 7,946,121,420 8,757,145,997 90.739 
 
2017 15,456,973,098 16,992,865,249 90.962 
BMAS 2014 3,418,027,380 3,851,000,000 88.757 
 
2015 3,418,345,880 3,851,000,000 88.765 
 
2016 4,012,422,285 4,443,461,538 90.299 
 
2017 4,013,059,985 4,443,461,538 90.314 
BNBA 2014 2,100,000,000 2,310,000,000 90.909 
 
2015 2,100,000,000 2,310,000,000 90.909 
 
2016 2,100,000,000 2,310,000,000 90.909 
 
2017 2,100,000,000 2,310,000,000 90.909 
BNGA 2014 24,358,324,638 25,131,606,843 96.923 
 
2015 24,358,324,638 25,131,606,843 96.923 
 
2016 22,991,336,581 25,131,606,843 91.484 
 
2017 22,991,336,581 24,937,199,351 92.197 
BNLI 2014 10,590,763,612 11,856,954,739 89.321 
 
2015 10,590,763,612 11,856,954,739 89.321 
 
2016 19,909,138,662 22,313,049,821 89.226 
 
2017 24,991,429,332 28,042,739,205 89.119 
Tabel berlanjut… 
 
86 
 
 
 
Lanjutan tabel… 
Perusahaan Tahun saham institusional saham beredar 
kepemilikan 
institusional 
BSIM 2014 7,861,971,522 14,040,168,349 55.996 
  2015 7,861,971,522 14,151,999,729 55.554 
  2016 8,941,161,979 15,251,704,336 58.624 
  2017 24,991,429,332 28,042,739,205 89.119 
BSWD 2014 808,289,500 868,000,000 93.121 
  2015 808,289,500 868,000,000 93.121 
  2016 1,305,452,589 1,373,563,147 95.041 
  2017 1,305,452,589 1,373,563,147 95.041 
BTPN 2014 3,811,364,230 5,840,287,257 65.260 
  2015 3,993,580,128 5,840,287,257 68.380 
  2016 3,993,580,128 5,840,287,257 68.380 
  2017 3,504,172,354 5,840,287,257 60.000 
BVIC 2014 4,034,592,772 7,139,166,980 56.513 
  2015 4,034,592,772 7,139,167,280 56.513 
  2016 4,595,700,580 7,890,653,827 58.242 
  2017 4,974,543,915 8,671,048,162 57.370 
INPC 2014 6,696,599,588 13,088,274,241 51.165 
  2015 6,696,599,588 13,088,274,241 51.165 
  2016 8,457,158,183 15,796,193,049 53.539 
  2017 8,457,158,183 15,796,193,049 53.539 
MAYA 2014 2,985,418,366 3,478,318,200 85.829 
  2015 3,769,226,199 4,304,418,773 87.566 
  2016 4,336,038,793 4,919,335,740 88.143 
  2017 4,600,909,816 5,465,928,600 84.174 
MCOR 2014 1,099,253,216 5,910,894,430 18.597 
  2015 1,099,253,216 6,536,286,535 16.818 
  2016 10,122,087,169 16,631,460,751 60.861 
  2017 10,122,087,169 16,631,460,751 60.861 
MEGA 2014 110,512,203 163,756,000 67.486 
  2015 4,026,599,755 6,963,775,206 57.822 
  2016 4,026,599,755 6,963,775,206 57.822 
  2017 4,039,807,622 6,963,775,206 58.012 
Tabel berlanjut… 
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Tabel berlanjut… 
Perusahaan Tahun saham institusional saham beredar 
kepemilikan 
institusional 
NAGA 2014 161,111,500 1,629,000,000 9.890 
  2015 161,111,500 1,629,000,000 9.890 
  2016 161,111,500 1,629,000,000 9.890 
  2017 161,111,500 1,529,000,000 10.537 
NISP 2014 9,760,695,612 11,472,648,486 85.078 
  2015 9,760,695,612 11,472,648,486 85.078 
  2016 9,760,695,612 11,472,648,486 85.078 
  2017 9,760,695,612 11,472,648,486 85.078 
NOBU 2014 3,233,500,000 4,311,330,000 75.000 
  2015 3,233,500,000 4,311,330,000 75.000 
  2016 3,264,000,000 8,325,016,732 39.207 
  2017 3,264,000,000 8,553,342,132 38.161 
PNBS 2014 7,547,701,790 9,824,734,100 76.823 
  2015 9,019,951,790 9,919,525,410 90.931 
  2016 9,019,951,790 9,919,525,410 90.931 
  2017 8,455,778,690 10,195,335,256 82.938 
SDRA 2014 5,256,690,211 6,580,926,254 79.878 
  2015 4,061,983,762 5,072,356,660 80.081 
  2016 4,061,983,762 5,072,356,660 80.081 
  2017 5,256,690,211 6,580,926,254 79.878 
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Lampiran 9 Perhitungan size tahun 2014 
kode total aset LN (total aset) 
ARGO 6,388,305,061,000 29.485 
BABP 9,430,264,000,000 29.875 
BACA 9,251,776,000,000 29.856 
BBCA 552,423,892,000,000 33.945 
BBMD 8,675,437,842,124 29.792 
BBNP 9,468,873,488,000 29.879 
BBYB 2,691,945,704,613 28.621 
BCIC 12,682,021,000,000 30.171 
BDMN 195,708,593,000,000 32.908 
BEKS 9,040,859,000,000 29.833 
BINA 1,951,587,000,000 28.300 
BKSW 20,839,018,000,000 30.668 
BMAS 4,828,575,431,000 29.206 
BNBA 133,680,326,392 25.619 
BNGA 233,162,423,000,000 33.083 
BNLI 185,353,670,000,000 32.853 
BSIM 21,259,549,000,000 30.688 
BSWD 5,200,630,695,201 29.280 
BTPN 75,059,223,000,000 31.949 
BVIC 21,364,882,284,000 30.693 
INPC 23,462,770,000,000 30.786 
MAYA 36,194,949,087,000 31.220 
MCOR 9,769,591,000,000 29.910 
MEGA 66,582,460,000,000 31.829 
NAGA 1,892,362,149,138 28.269 
NISP 103,111,114,000,000 32.267 
NOBU 16,432,776,000,000 30.430 
PNBS 6,206,504,337,000 29.457 
SDRA 16,432,776,000,000 30.430 
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Lampiran 10 Perhitungan size tahun 2015 
kode  total aset LN (total aset) 
ARGO 8,364,502,563,000 29.755 
BABP 12,137,004,000,000 30.127 
BACA 12,159,197,000,000 30.129 
BBCA 594,372,770,000,000 34.019 
BBMD 9,409,596,959,532 29.873 
BBNP 8,613,113,759,000 29.784 
BBYB 3,417,884,043,755 28.860 
BCIC 13,183,503,000,000 30.210 
BDMN 188,057,412,000,000 32.868 
BEKS 5,967,186,000,000 29.417 
BINA 2,081,523,000,000 28.364 
BKSW 25,757,649,000,000 30.880 
BMAS 5,343,936,388,000 29.307 
BNBA 6,567,266,817,941 29.513 
BNGA 238,849,252,000,000 33.107 
BNLI 182,689,351,000,000 32.839 
BSIM 27,868,688,000,000 30.959 
BSWD 810,396,630,000,000 34.329 
BTPN 23,250,685,651,000 30.777 
BVIC 47,305,953,535,000 31.488 
INPC 25,119,249,000,000 30.855 
MAYA 47,305,953,535,000 31.488 
MCOR 10,089,121,000,000 29.942 
MEGA 68,225,170,000,000 31.854 
NAGA 2,038,205,228,811 28.343 
NISP 120,480,402,000,000 32.423 
NOBU 6,703,377,000,000 29.534 
PNBS 7,134,234,975,000 29.596 
SDRA 20,019,523,000,000 30.628 
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Lampiran 11 Perhitungan size tahun 2016 
kode total aset LN (total aset) 
ARGO 11,377,960,721,000 30.063 
BABP 13,057,549,000,000 30.200 
BACA 14,207,414,000,000 30.285 
BBCA 676,738,753,000,000 34.148 
BBMD 10,588,224,193,569 29.991 
BBNP 7,705,782,413,000 29.673 
BBYB 4,134,764,164,784 29.050 
BCIC 16,065,303,000,000 30.408 
BDMN 174,086,730,000,000 32.791 
BEKS 5,251,398,000,000 29.290 
BINA 2,359,089,000,000 28.489 
BKSW 25,757,649,000,000 30.880 
BMAS 5,481,518,940,000 29.332 
BNBA 7,121,173,332,944 29.594 
BNGA 241,571,728,000,000 33.118 
BNLI 165,527,512,000,000 32.740 
BSIM 31,192,626,000,000 31.071 
BSWD 4,306,073,549,899 29.091 
BTPN 91,371,387,000,000 32.146 
BVIC 25,999,981,283,000 30.889 
INPC 26,219,938,000,000 30.898 
MAYA 60,839,102,211,000 31.739 
MCOR 12,257,391,000,000 30.137 
MEGA 70,531,682,000,000 31.887 
NAGA 2,247,642,135,787 28.441 
NISP 138,196,341,000,000 32.560 
NOBU 8,992,244,000,000 29.827 
PNBS 199,175,053,000 26.017 
SDRA 22,630,634,000,000 30.750 
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Lampiran 12 Perhitungan size tahun 2017 
kode total aset LN (total aset) 
ARGO 16,325,247,007,000 30.424 
BABP 10,706,094,000,000 30.002 
BACA 16,349,473,000,000 30.425 
BBCA 750,319,671,000,000 34.252 
BBMD 11,817,844,456,356 30.101 
BBNP 7,581,031,627,000 29.657 
BBYB 5,004,795,018,159 29.241 
BCIC 17,171,181,000,000 30.474 
BDMN 178,257,092,000,000 32.814 
BEKS 7,658,924,000,000 29.667 
BINA 3,123,345,000,000 28.770 
BKSW 24,372,702,000,000 30.824 
BMAS 6,054,845,282,000 29.432 
BNBA 7,014,677,335,611 29.579 
BNGA 266,305,445,000,000 33.216 
BNLI 148,328,370,000,000 32.630 
BSIM 30,404,078,000,000 31.046 
BSWD 44,873,288,619,733 31.435 
BTPN 95,489,850,000,000 32.190 
BVIC 28,825,608,648,000 30.992 
INPC 27,727,008,000,000 30.953 
MAYA 74,745,570,167,000 31.945 
MCOR 15,788,738,000,000 30.390 
MEGA 82,297,010,000,000 32.041 
NAGA 2,494,411,963,359 28.545 
NISP 153,773,957,000,000 32.667 
NOBU 11,018,481,000,000 30.031 
PNBS 213,541,797,000 26.087 
SDRA 27,086,504,000,000 30.930 
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Lampiran 13 Hasil Output Spss 
1. Uji Deskriptif 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PS 80 39.286 67.857 52.57204 7.288438 
UDK 80 3.000 8.000 4.21250 1.375129 
DKI 80 .400 .750 .58873 .093877 
KAU 80 2.000 7.000 3.61250 .878632 
KIINS 80 9.890 99.997 74.54779 24.557945 
SIZE 80 1,892,362,149,
138.000 
810,396,630,000
,000.000 
70,106,060,345,0
57.58000 
165,856,230,19
2,122.500000 
Valid N 
(listwise) 
80     
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 SIZE, KAU, 
KINS, DKI, 
UDK
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: PS 
b. All requested variables entered. 
 
2. Hasil Regresi Berganda 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1458.210 5 291.642 7.881 .000
b
 
Residual 2738.375 74 37.005   
Total 4196.585 79    
a. Dependent Variable: PS 
b. Predictors: (Constant), SIZE, KAU, KINS, DKI, UDK 
 
Coefficient Correlations
a
 
Model SIZE KAU KINS DKI UDK 
1 Correlations SIZE 1.000 .049 .172 .134 -.539 
KAU .049 1.000 -.213 -.303 -.222 
KINS .172 -.213 1.000 .309 -.188 
DKI .134 -.303 .309 1.000 .289 
UDK -.539 -.222 -.188 .289 1.000 
Covariances SIZE .334 .024 .003 .693 -.216 
KAU .024 .708 -.006 -2.281 -.129 
KINS .003 -.006 .001 .087 -.004 
DKI .693 -2.281 .087 80.060 1.791 
UDK -.216 -.129 -.004 1.791 .479 
a. Dependent Variable: PS 
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Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 39.33527 64.18446 52.57204 4.296319 80 
Residual -13.439530 11.973458 .000000 5.887527 80 
Std. Predicted Value -3.081 2.703 .000 1.000 80 
Std. Residual -2.209 1.968 .000 .968 80 
a. Dependent Variable: PS 
3. Uji Runs Test (Autokorelasi) 
Runs Test 
 
Unstandardized 
Residual 
Test Value
a
 .08247 
Cases < Test Value 40 
Cases >= Test Value 40 
Total Cases 80 
Number of Runs 35 
Z -1.350 
Asymp. Sig. (2-tailed) .177 
a. Median 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant
) 
-
45.518 
18.586  -2.449 .017   
UDK -1.866 .692 -.352 -2.694 .009 .517 1.935 
DKI -3.233 8.948 -.042 -.361 .719 .664 1.506 
KAU .332 .841 .040 .394 .695 .857 1.167 
KINS .058 .031 .197 1.862 .067 .789 1.268 
SIZE 3.369 .578 .698 5.830 .000 .615 1.626 
a. Dependent Variable: PS 
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4. Uji Normalitas  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 80 
Normal Parameters
a,b
 Mean .0000000 
Std. Deviation 5.88752667 
Most Extreme Differences Absolute .097 
Positive .042 
Negative -.097 
Test Statistic .097 
Asymp. Sig. (2-tailed) .059
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
 
5. Uji Glejser (Heteroskedastisitas) 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 SIZE, KAU, 
KINS, DKI, 
UDK
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: ABS 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 
.158
a
 .025 -.010 8.197550 
a. Predictors: (Constant), KINS, KAU, DKI, UDK 
b. Dependent Variable: PS 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .589
a
 .347 .303 6.083179 
a. Predictors: (Constant), SIZE, KAU, KINS, DKI, UDK 
b. Dependent Variable: PS 
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ANOVA 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1458.210 5 291.642 7.881 .000
b
 
Residual 2738.375 74 37.005   
Total 4196.585 79    
a. Dependent Variable: PS 
b. Predictors: (Constant), SIZE, KAU, KINS, DKI, UDK 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -2.890 9.931  -.291 .772 
UDK -.010 .370 -.004 -.028 .978 
DKI 7.118 4.781 .207 1.489 .141 
KAU -.459 .450 -.125 -1.020 .311 
KINS .025 .017 .191 1.498 .138 
SIZE .113 .309 .053 .365 .716 
a. Dependent Variable: ABS 
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Lampiran 14 Jadwal Penelitian 
 
 
 
No 
Bulan 
Kegiatan 
Maret April Mei Juni Juli Agustus Oktober November 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
 
X X     X              
           
2 Konsultasi        X    X  X   X X X              
3 
Revisi 
proposal 
 
                    
 X X         
4 
Pengumpulan 
Data 
 
                    
           
5 Analisis Data                          X X      
6 
Penulisan 
akhir naskah 
skripsi 
 
                    
      X     
7 
Pendaftaran 
munaqosah 
                    
    
    X    
8 Munaqosah                               X  
9 
Revisi Skripsi                     
    
        
9
6 
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Lampiran 13 surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian  
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Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
1. Nama Lengkap  : Anis Nur Ismiyati  
2. Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 29 Mei 1996 
3. Jenis Kelamin   : Perempuan 
4. Status    : Belum Menikah 
5. Agama    : Islam 
6. Pekerjaan    : Mahasiswa 
7. Alamat Rumah  :Dusun Pepe Rt/Rw 01/10  Desa Gedongan              
Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar  
8. No. Telepon / Handphone : 089670337745 
9. Email    : anisnurismiyati96@gmail.com 
10. Nama Ayah   : Ismadi 
11. Nama Ibu   : Sutiyem 
Riwayat Pendidikan 
a) TK Aisiyah 02 Gedongan 
b) SDN 02 Gedongan 
c) SMPN 1 Colomadu 
d) SMAN  Colomadu 
e) IAIN SURAKARTA 
 
